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ABSTRAK 
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(Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung) 

Oleh 

Wenny Riza Ariani 

 

 
Kejaksaan adalah lembaga negara yang berwenang melimpahkan perkara pidana, 

menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan 

putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang 

membedakan dengan badan-badan penegak hukum lain. Jaksa memiliki 

wewenang untuk mengeksekusi benda sitaan dan rampasan negara dari hasil 

tindak pidana korupsi untuk kepentingan negara. Lembaga Kejaksaan RI juga 

berperan dalam melakukan pengelolaan aset berupa benda sitaan dan barang 

rampasan tersebut. Benda sitaan dan rampasan negara dari hasil tindak pidana 

korupsi mengalami peningkatan jumlah yang cukup signifikan, akibatnya 

Kejaksaan mengalami kesulitan untuk memlihara dan menyimpannya dengan 

baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penanganan dan 

pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung dan apakah faktor-faktor penghambat dalam penanganan dan 

pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung. 
 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui 

studi kepustakaan dan studi lapangan. 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan kejaksaan dalam melakukan 

pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi berupa benda sitaan dan barang 

rampasan yang disimpan di Kejaksaan yang diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 

PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, memuat 

dibentuknya Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang berasal 

dari tindak pidana umum dan pidana khusus. 



 

 

Wenny Riza Ariani 

Kejaksaan diharapkan dapat melaksanakan dengan baik dalam memelihara dan 

mengelola aset hasil tindak pidana korupsi berupa benda sitaan dan barang 

rampasan agar tetap bernilai sebagai bentuk pengembalian kekayaan negara. 

Faktor-faktor yang menghambat Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam 

mengelola aset hasil tindak pidana korupsi berupa benda sitaan dan barang 

rampasan, yaitu keterbatasan sarana atau fasilitas kejaksaan sebagai tempat 

penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan, kemudian tidak adanya 

sosialisasi dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam mengumumkan barang-

barang rampasan yang akan dilelang kepada masyarakat dan hasil lelang tidak 

mencapai target yang optimal sehingga negara bisa mengalami kerugian 

dikarenakan berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Saran dari penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung perlu 

mengusulkan anggaran biaya untuk menambah bangunan gedung atau gudang 

khusus yang baru sebagai tempat penyimpanan aset hasil korupsi berupa benda 

sitaan dan barang rampasan di kejaksaan. Kemudian Kejaksaan seharusnya 

memperkuat kerjasama Bersama Kementerian Keuangan untuk melakukan 

penghibahan benda sitaan dan barang rampasan yang belum berhasil dilelang 

kepada instansi pemerintah yang membutuhkan didaerah Bandar Lampung. Selain 

itu, Kejaksaan bisa membuat sebuah badan administrasi internal baru yang khusus 

mengurusi kegiatan administrasi lelang terhadap barang rampasan hasil tindak 

pidana korupsi.  

 

Kata Kunci : Pengelolaan Aset, Korupsi, Kejaksaan 
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MOTTO 

برِِينَ  عَ  ٱلص َّٰ  إِنَ  ٱللّ  َ م 

“SesungguhnyaَAllahَbersamaَdenganَorang-orangَsabar” 

(Q.S. Al-Baqarah: 153) 

 

“Setelahَkemalangan pasti ada keberuntungan. Setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan. 

Karena memang begitulah hidup ini selalu berputar, seperti pergantian antara siang dan 

malam” 

(Netty Virgiantini) 

 

“Tidakَadaَkataَterlambatَuntukَmulaiَmenciptakanَkehidupanَyangَkamuَinginkan” 

(Dawn Clark) 

 

“Semuaَmimpiَkitaَdapatَterwujudَjikaَkitaَberaniَmewujudkannya” 

(Walt Disney) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ulndang-Ulndang Dasar 1945 melnelgaskan bahwa Nelgara Indonelsia belrdasarkan 

atas hulkulm (relchstaat), tidak belrdasarkan atas kelkulasaan bellaka. Ini belrarti 

bahwa Relpulblik Indonelsia adalah nelgara hulkulm yang delmokratis belrdasarkan 

Pancasila dan UlUlD 1945, melnjulnjulng tinggi hak manulsia, dan melnjamin selmu la 

warga nelgara belrsamaan kelduldu lkannya di dalam hulkulm dan pelmelrintahan.1 

Hulkulm haruls melneltapkan apa yang haruls dilakulkan dan apa yang tidak bolelh 

dilakulkan selrta dilarang. Selhingga apabila hal yang dilarang telrselbult dilakulkan 

maka hulku lman dapat dibelrlakulkan mellaluli institulsi telrtelntul. Pelrbulatan yang 

dilarang misalnya pelrbulatan korulpsi selbagaimana dipahami korulpsi didelfinisikan 

selbagai pelrilakul melnyalahgulnakan kelkulasaan yang melnyimpang dari tulgas relsmi 

selbulah jabatan nelgara delmi kelulntu lngan pribadi. 

Pelnelgakan hulkulm bulkanlah sulatu l hal yang belrdiri selndiri, mellainkan ia saling 

belrkait delngan masalah-masalah sosial masyarakat lainnya. Artinya hulkulm bulkan 

hanya selbagai sistelm nilai, teltapi ju lga hulkulm selbagai sulb sistelm dari sistelm sosial 

yang lelbih belsar, yaitul masyarakat dimana hulkulm dibelrlakulkan. Pelmbangulnan 

selbagai su latul prosels pelrulbahan yang direlncanakan, mellipulti belrbagai selgi 
 

1 Simamora dan Janpatar, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal 

Soedirman, 14 (3), 2014, hlm. 547–561. 



2 

 

 

 

kelhidulpan. Salah satul dari selgi pelmbangulnan adalah pelmbaangulnan hulkulm, yang 

pada hakikatnya belrkaitan pulla delngan selgi-selgi kelhidu lpan lainnya yang sama-

sama melrulpakan geljala sosial.2 

Melnulrult Helnry Campbelll Black,3 delfinisi korulpsi adalah selorang peljabat yang 

selcara tidak sah pelrbulatannya suldah mellanggar hulkulm delmi melmpelrolelh 

kelulntulngan diri selndiri yang belrtolak bellakang dari kelwajibannya. Pelmbelrantasan 

tindak pidana korulpsi melnjadi salah satul isul fokuls ultama bagi pelmelrintah 

Indonelsia yang hingga kini masih telruls belrjalan. 

Asal kata korulpsi yang belrasal dari Bahasa Latin yaitu l corrulptio, yang belrarti 

tindakan melrulsak ataul melnghanculrkan. Seldangkan dalam bahasa Inggris yaitul 

corrulption dan corrulptiel dari bahasa Bellanda yang diartikan selbagai kelbulsulkan, 

kelbulrulkan, kelbeljatan, keltidakjuljulran, dapat disu lap, tidak belrmoral, 

pelnyimpangan dari kelsulcian, ulcapan yang melnghina atau l melmfitnah. Kelmuldian 

ditulrulnkan kel dalam bahasa Indonelsia, yaitul korulpsi. Pelngelrtian korulpsi melnulru lt 

Kamuls Belsar Bahasa Indonelsia (KBBI) adalah pelnyellelwelngan atau l 

pelnyalahgu lnaan ulang nelgara (pelrulsahaan, organisasi, yayasan dan selbagainya) 

ulntulk kelulntulngan pribadi ataul orang lain.4 

Pelngelrtian tindak pidana korulpsi dalam Ulndang-Ulndang Nomor 20 Tahuln 2001 

telntang Pelrulbahan Atas Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 telntang 

Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi, adalah: 

 
2 Emilia Susanti, S.H., M.H., Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama 

Raharja, 2019, hlm. 126. 
3 E Danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2021, hlm. 3.  
4 PusatَEdukasiَAntiَKorupsi,َ“MengenalَPengertianَKorupsi,”َACLC KPK (Jakarta Selatan, April 

2022). 
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1) Seltiap orang yang selcara mellawan hulkulm mellakulkan pelrbulatan 

melmpelrkaya diri selndiri ataul orang lain yang sulatul korporasi yang 

dapat melrulgikan kelu langan nelgara ataul pelrelkonomian nelgara (Pasal 

2); 

2) Seltiap orang delngan tuljulan melngulntulngkan diri selndiri ataul orang 

lain ataul sulatul korporasi, melnyalahgulnakan kelwelnangan, 

kelselmpatan, ataul sarana yang ada padanya karelna jabatan atau l 

kelduldulkan ataul sarana yang ada padanya karelna jabatan atau l 

kelduldulkan yang dapat melrulgikan kelulangan nelgara atau l 

pelrelkonomian nelgara (Pasal 3); 

3) Seltiap orang yang mellakulkan tindak pidana selbagaimana yang 

dimaksuld dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, 

Pasal 11, dan Pasal 12 Ulndangulndang Nomor 20 Tahuln 2001; 

4) Seltiap orang yang melmbelrikan hadiah ataul janji kelpada pelgawai 

nelgelri delngan melngingat kelkulasaan ataul welwelnang yang mellelkat 

pada jabatan ataul kelduldulkannya, ataul olelh pelmbelri hadiah ataul janji 

dianggap mellelkat pada jabatan ataul kelduldulkan telrselbult (Pasal 13); 

5) Seltiap orang yang mellanggar keltelntulan Ulndang-ulndang yang selcara 

telgas melnyatakan bahwa pellanggaran telrhadap keltelntulan Ulndang-

ulndang telrselbult selbagai tindak pidana korulpsi belrlakul keltelntulan 

yang diatulr dalam Ulndang-ulndang ini (Pasal 14); 

6) Seltiap orang yang mellakulkan pelrcobaan, pelmbantulan, atau l 

pelrmulfakatan jahat u lntulk mellakulkan tindak pidana korulpsi (Pasal 

15); 

7) Seltiap orang dilular wilayah nelgara Relpulblik Indonelsia yang 

melmbelrikan bantulan, kelselmpatan, sarana, ataul keltelrangan ulntu lk 

telrjadinya tindak pidana korulpsi (Pasal 16). 

Seldangkan delfinisi dari Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi telrtulang pada 

Pasal 1 Ayat (4) Ulndang-Ulndang No. 19 Tahuln 2019 telntang Pelrulbahan Keldu la 

Atas Ulndang-Ulndang No. 30 Tahu ln 2002 telntang Komisi Pelmbelrantasan Tindak 

pidana Korulpsi, adalah: selrangkaian kelgiatan ulntulk melncelgah dan melmbelrantas 

telrjadinya tindak pidana korulpsi mellaluli ulpaya koordinasi, sulpelrvisel, monitor, 

pelnyellidikan, pelnyidikan, pelnulntultan, pelmelriksaan, di sidang pelngadilan, 

delngan pelran selrta masyarakat selsulai delngan keltelntulan pelratulran pelrulndang-

ulndangan. 

Belrdasarkan data Indonelsia Corrulption Watch (ICW), ada 579 kasuls korulpsi 

yang tellah ditindak di Indonelsia selpanjang 2022. Julmlah itul melningkat 8,63% 
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dibandingkan pada tahuln selbellulmnya selbanyak 533 kasuls.5 Banyaknya julmlah 

aselt nelgara yang suldah dikorulpsi, selhingga bulkan selkeldar melrulgikan kelulangan 

nelgara saja, teltapi julga mellanggar selktor-selktor sosial selrta melrulgikan elkonomi 

masyarakat. Sellama ini di Indonelsia dalam melnangani kasuls korulpsi celndelrulng 

melngultamakan pada pelmidanaan telrhadap pellakul tindak pidana korulpsi 

mellainkan dari pada pelngelmbalian aselt nelgara.6 

Selsulai delngan Hulkulm Acara Pidana, Indonelsia melmpulnyai Ulndang-Ulndang 

Nomor 8 Tahuln 1981 telntang Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Acara Pidana 

(KUlHAP). Delngan telrciptanya KUlHAP maka pelrtama kalinya di Indonelsia 

diadakan kodifikasi dan ulnifikasi yang lelngkap dalam arti sellulrulh prosels pidana 

dari awal pelnyidikan sampai pada kasasi di Mahkamah Agulng bahkan sampai 

mellipulti Pelninjaulan Kelmbali (Helrzielning) hingga pada pellaksanaan pultulsan.  

Belrdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 2021 telntang 

Pelrulbahan Atas Ulndang-Ulndang Nomor 16 Tahuln 2004 telntang Keljaksaan 

Relpulblik Indonelsia ditelntulkan bahwa Jaksa adalah pelgawai nelgelri sipil delngan 

jabatan fulngsional yang melmiliki kelkhulsulsan dan mellaksanakan tulgas, fulngsi, 

dan kelwelnangannya belrdasarkan ulndang-ulndang. Keljaksaan Relpulblik Indonelsia 

selbagai lelmbaga nelgara pelmelrintahan yang mellaksanakan kelkulasaan nelgara 

dibidang pelnulntultan haruls belbas dari pelngarulh kelkulasaan pihak manapuln, yakni 

dilaksanakan selcara melrdelka telrlelpas dari pelngarulh kelkulasaan pelmelrintah dan 

pelngarulh kelkulasaan lainnya. Keljaksaan selbagai salah satul lelmbaga pelnelgak 

 
5 Dimasَ Bayu,َ “ICW:َ Penindakanَ Kasusَ Korupsiَ Meningkatَ Padaَ 2022,”َ DataIndonesia.Id, 

https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022, diakses 

pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 20.46 WIB. 
6 Rahawaih Sarakhsi Islami Putra, Skripsi: Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai 

Upaya Pengembalian Kerugian Negara, (Yogyakarta: UGM, 2021), hlm. 2. 
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hulkulm ditulntult lelbih belrpelran dalam melnelgakkan sulprelmasi hulkulm, 

pelrlindulngan kelpelntingan ulmu lm, pelnelgaakan hak asasi manulsia selrta 

pelmbelrantasan korulpsi, kolulsi, dan nelpotismel (KKN). 

Jaksa selbagai pelnulntult ulmulm tidak hanya mellakulkan dakwaan dan tulntultan 

telrhadap badan/ataul delnda telrhadap telrdakwa saja teltapi julga akan mellakulkan 

tulntultan telrhadap aselt hasil tindak pidana korulpsi belrulpa barang bulkti dan barang 

rampasan agar dimulsnahkan ataul dirampas ulntulk kelpelntingan nelgara. Lalul 

barang bulkti dan barang rampasan telrselbult akan dielkselkulsi olelh Jaksa Pelnulntu lt 

Ulmulm selsulai pultulsan hakim yang melmiliki kelkulatan hulkulm yang teltap 

(inkracht). 

Jaksa dalam mellaksanakan pu ltulsan hakim, melmiliki welwelnang ulntu lk 

melngelkselkulsi barang bulkti dan barang rampasan delngan cara melmulsnahkannya 

dan melrampasnya ulntulk kelpelntingan nelgara ataul melngelmbalikannya kelpada 

nelgara selsu lai delngan kelpultulsan yang tellah diteltapkan olelh Hakim. Dalam hal 

pelrampasan barang bulkti, Lelmbaga Keljaksaan RI julga belrpelran dalam mellakulkan 

pelnanganan telrhadap pelngellolaan atas barang bulkti telrselbult yang dalam 

praktiknya sangat pelnting telrultama dalam pelmasulkan kas nelgara.      

Belrdasarkan RUlUl Pelrampasan Aselt, aselt didelfinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 

yaitul selmu la belnda belrgelrak atau l belnda tidak belrgelrak, baik yang belrwulju ld 

maulpuln yang tidak belrwuljuld, dan yang melmpulnyai nilai elkonomis. Kelmuldian 

belrdasarkan Pasal 1 Angka 2 RUlUl Pelrampasan Aselt, dinyatakan bahwa Aselt 

Tindak Pidana melrulpakan aselt yang dipelrolelh ataul didulga belrasal dari tindak 

pidana atau l kelkayaan tidak wajar yang dipelrsamakan delngan aselt tindak pidana. 
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Aselt bisa melnjadi ulnsulr pelndorong ulntulk telrjadinya tindak pidana, telrmasu lk 

tindak pidana korulpsi yang telrgolong keljahatan lular biasa (elxtra ordinary crimel). 

Hal ini belrdampak sangat lulas tidak hanya melnyangku lt wilayah sulatul nelgara, 

teltapi bisa melnjalan kel nelgara lainnya.7 

Aselt hasil korulpsi belrulpa belnda sitaan ataul barang bulkti dan barang rampasan 

melmelrlulkan pelnanganan dan pelngellolaan agar aselt-aselt telrselbult teltap belrharga 

dan melmiliki nilai elkonomis. Pelngellolaan aselt tindak pidana yang sellanjultnya 

diselbult pelngellolaan aselt adalah kelgiatan pelnyimpanan, pelngamanan, 

pelmelliharaan, pelnilaian, pelmindahtanganan, pelnggulnaan, pelmanfataan, dan/atau l 

pelngelmbalian aselt tindak pidana. Pelnanganan aselt hasil tindak pidana korulpsi 

melmelrlulkan hadirnya pelran nelgara. Pelran nelgara dalam pelnanganan aselt dapat 

dilihat dari pelrspelktif kellelmbagaan selpelrti lelmbaga Keljaksaan.8 

Barang bulkti melnulrult Djoko Prakoso adalah barang-barang baik yang belrwuljuld, 

belrgelrak ataul tidak belrgelrak yang dapat dijadikan bulkti dan fulngsinya ulntu lk 

dipelrlihatkan kelpada telrdakwa maulpuln kelpada saksi dipelrsidangan gulna 

melmpelrtelbal kelyakinan hakim dan melneltulkan kelsalahan telrdakwa.9 Belnda sitaan 

sama delngan barang bulkti. Barang Bulkti adalah hasil dari belnda sitaan, 

dikarelnakan proselsnya belnda yang telrbulkti dari hasil tindak pidana disita telrlelbih 

dahullul kelmuldian diteltapkan selbagai barang bulkti. Dapat disimpullkan bahwa 

pelrkaraa pidana tanpa barang bulkti tidak dapat dikatakan selbagai sulatul pelrkara 

 
7 Shanti Dwi Kartika dan Noverdi Puja Saputra, Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan 

Aset Tindak Pidana, ed. Puteri Hikmawati (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021), hlm. 1. 
8 Ibid. 
9 Djoko Prakoso, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana, Yogyakarta: 

Liberty, 2008, hlm. 148. 
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pidana.10 

Pelratulran Melntelri Kelulangan (PMK) Nomor: 8/PMK.06/2018 telntang Pelngellolaan 

Barang Milik Nelgara yang Belrasal Dari Rampasan Nelgara dan Barang Gratifikasi 

tellah melngatulr telntang keltelntulan pelngellolaan Barang Rampasan Nelgara dan 

Barang Gratifikasi. Barang Rampasan Nelgara adalah Barang Milik Nelgara yang 

belrasal dari belnda sitaan ataul barang bulkti yang diteltapkan dirampas ulntulk nelgara 

belrdasarkan pultulsan pelngadilan yang tellah melmpelrolelh kelkulatan hulkulm teltap, 

ataul barang lainnya yang belrdasarkan pelneltapan hakim ataul pultulsan pelngadilan 

dinyatakan dirampas ulntulk nelgara. 

Pelrmasalahan melngelnai pelngellolaan belnda sitaan dan barang rampasan hasil dari 

tindak pidana korulpsi melrulpakan pelrsoalan yang tellah lama telrdapat dalam 

praktik pelnelgakan hulkulm di Indonelsia. Dalam pelrkelmbangannya, pelngellolaan 

belnda sitaan dan barang rampasan haruls melmpelrhatikan isul pelrlindulngan hak 

asasi manu lsia selhingga dalam praktiknya haruls belrsikap lelbih hati-hati dalam 

melngellola belnda sitaan dan barang rampasan ini. 

Belrdasarkan Pelratulran Jaksa Agulng Relpulblik Indonelsia Nomor: PElR-

006/A/JA/07/2017 Pasal 979, Selksi Pelngellolaan Barang Bulkti dan Barang 

Rampasan melmpulnyai tulgas mellakulkan pelngellolaan barang bulkti dan barang 

rampasan yang belrasal dari tindak pidana ulmulm dan pidana khulsuls. Dalam 

mellaksanakan tulgasnya selbagaimana dimaksuld dalam pelratulran telrselbult, Selksi 

Pelngellolaan Barang Bulkti dan Barang Rampasan melnyellelnggarakan fulngsi: 

 
10 Tika Wibowo, Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dalam Peradilan Tindak Pidana 

Oleh Kejaksaan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Kediri), Uniska Law Review, 1 (2), 2020, 

hlm. 22. 
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a. Pelnyiapan bahan pelnyulsulnan relncana dan program kelrja 

b. Analisis dan pelnyiapan pelrtimbangan hulkulm pelngellolaan barang bulkti 

dan barang rampasan 

c. Pelngellolaan barang bulkti dan barang rampasan mellipulti pelncatatan, 

pelnellitian barang bulkti, pelnyimpanan dan pelngklasifikasianbarang bulkti, 

pelnitipan, pelmelliharaan, pelngamanan, pelnyeldiaan dan pelngelmbalian 

barang bulkti selbellulm dan seltellah sidang selrta pelnyellelsaian barang 

rampasan 

d. Pelnyiapan pellaksanaan koordinasi dan kelrja sama dalam pelngellolaan 

barang bulkti dan barang rampasan 

e. Pelngellolaan dan pelnyajian data dan informasi 

f. Pellaksanaan pelmantaulan, elvalulasi dan pelnyulsulnan laporan pelngellolaan 

barang bulkti dan barang rampasan.  

Adapuln contoh kasuls korulpsi yang mana belnda sitaan dan barang rampasan hasil 

korulpsi tellah dilakulkan pelngellolaan telrhadap aselt-aselt telrselbult olelh Keljaksaan 

Nelgelri Bandar Lampulng diulraikan selbagai belrikult: 

1. Kasuls korulpsi Bank Tripanca olelh telrsangka Sulgiarto Wiharjo alias Alay 

delngan kelrulgian melncapai Rp 95,8 miliar. Keljati Lampulng melnyita 

selbanyak 16 aselt milik Alay yang telrdapat di Kota Bandar Lampulng, 

Kabulpateln Pelsawaran, Tullang Bawang, Lampulng Sellatan, dan Lampulng 

Timulr. Kelmuldian aselt-aselt yang disita  telrselbult dipindahkan dan disimpan 

kel Keljaksaan Nelgelri Bandar Lampulng. 

2. Kasuls Proyelk Pelngadaan Bantulan Belnih Jagulng tahuln anggaran 2017 

delngan pelrkiraan kelrulgian nelgara melncapai Rp8 miliar olelh Mantan 

Kelpala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulltu lra Eldi Yanto, belrsama 

Helrlin Reltnowati selbagai Kelpala Bidang Tanaman Pangan dan 

Holtikulltulra Lampulng, dan Imama (IMA) dari pihak swasta. Dula aselt 

bangulnan yang disita belrulpa satul ulnit rulmah melwah di Bataranila 

Kabulpateln Lampulng Sellatan. Dan satul ulnit guldang di Kelcamatan 

Sulkabulmi Kota Bandar Lampulng pada Kamis tanggal 6 Meli 2021. Aselt-

aselt dalam kasuls ini suldah dikellola olelh pihak Keljaksaan Nelgelri Bandar 

Lampulng.  

Pelngellolaan belnda sitaan dan barang rampasan diawali dari dilakulkannya ulpaya 

paksa belru lpa pelnyitaan olelh Pelnyidik telrhadap barang bulkti. Pelnyitaan barang 

bulkti selnantiasa diikulti delngan pelrampasan barang yaitul pelngulasaan atas fisik 

barang bulkti. Disisi lain, hal ini selringkali melnimbullkan masalah bagi Pelnyidik, 

diantaranya adalah melngelnai telmpat pelnyimpanan yang tidak melmadai dan 

telrbatas. Selhingga kelmampulan melmellihara ataul melngellola barang bulkti yang 
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tidak maksimal dapat belruljulng pada rulsaknya barang bulkti dan melnyelbabkan 

pada tulrulnnya nilai barang yang disita. Sellain itul, kelrulsakan barang bulkti yang 

disita akan melnimbullkan relsiko hulkulm bagi Pelnyidik dan julga Nelgara bila 

nantinya barang yang tellah disita dinyatakan olelh Hakim ataul pultulsan pelngadilan 

ulntulk dikelmbalikan kelpada pelmilik ataul pelngulasa barang telrselbult selbellulm disita. 

Patult julga dipelrhatikan bahwa rulsaknya dan melnulrulnkan nilai barang yang disita 

malah akan melmpelrbelsar kelrulgian Nelgara bila Hakim melmultulskan barang yang 

dirampas telrselbult melnjadi milik Nelgara. 

Pada pelmelriksaan kasuls korulpsi selring melndelngar belrita dibelrbagai meldia massa 

melngelnai hilangnya barang bulkti, pelnyalahgulnaan barang bulkti yang tellah disita 

selpelrti diju lal olelh oknulm aparat pelnelgak hulkulm. Ini melnimbullkan pelrtanyaan 

bagaimana selbelnarnya aselt-aselt hasil tindak pidana korulpsi telrselbult dikellola olelh 

aparat pelnelgak hulkulm, khulsulsnya pihak Keljaksaan.11 

Paling tidak ada 4 (elmpat) masalah yang telridelntifikasi dalam pelnanganan belnda 

sitaan dan barang rampasan olelh Keljaksaan Relpulblik Indonelsia adalah selbagai 

belrikult:12 

1. Pelnanganan belnda sitaan dan barang rampasan nelgara tidak dilakulkan 

selcara telrintelgrasi. Dalam seltiap tahapan acara pidana (pelnyidikan, 

pelnulntultan, dan elkselkulsi) ditangani olelh satulan-satulan telknis/opelrasional 

yang belrbelda selhingga belnda sitaan dan barang rampasan rawan hilang, 

rulsak, belrkulrang, belrpindah selcara illelgal, kelhilangan nilai elkonomis, 

telru ltama pada saat transisi dari satul tahap kel tahap lain. 

2. Satu lan-satulan kelrja telknis/opelrasional telrlalul telrbelbani delngan 

pelnanganan telknis yulridis selrta administrasi pelrkara selhingga tidak 

melmiliki culkulp waktul dan tidak fokuls dalam melnangani aselt-aselt yang 

telrkait delngan pelrkara ditambah lagi melrelka tidak melmiliki culku lp 
 

11 https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/.Pengelolaan.Barang.Sitaan.pdf, diakses pada 

tanggal 23 Februari 2023 pukul 22.15 WIB. 
12 Niniek Suparni and dkk, Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung 

Dalam Mendorong Satker Wilayah, Untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan, 

Jakara: Penerbit Miswar, 2017, hlm. 88–89. 



10 

 

 

 

kapasitas maulpuln kapabilitas ulntulk melnangani aselt-aselt non konvelnsional 

selpelrti kapal, pelsawat, belnda-belnda belrharga ataul aselt-aselt yang 

melmelrlulkan kelahlian ataul pelnanganan khulsuls. 

3. Melkanismel pelnanganan belnda sitaan dan barang rampasan nelgara yang 

kulrang transparan dan akulntabell melnimbullkan cellah telrjadinya doulblel 

crimel, misalnya pelnggellapan ataul pelnculrian atas belnda sitaan dan barang 

rampasan telrselbult. 

4. Pola pelnanganan belnda sitaan dan barang rampasan nelgara. Keljaksaan 

saat ini masih problelmatik karelna selring telrjadi keltidak selsulaian antara 

data Badan Pelmelriksa Kelulangan (BPK) delngan keladaan faktulal 

dilapangan. Masalah ini telruls belrullang melmbulat masalah aselt melnjadi 

telmulan BPK selhingga Laporan Kelulangan Keljaksaan RI melmpelrolelh opini 

disclaimelr. 

Sellain itul, masih telrjadinya pelrmasalahan delngan telrbelngkalainya belnda sitaan 

dan barang rampasan hasil dari tindak pidana korulpsi culkulp melngkhawatirkan. 

Selhingga pelrlul diulrult dari awal pelrmasalahan apa yang selbelnarnya telrjadi dan 

bagaimana solulsinya. Olelh karelna itul, belrkaitan melngelnai pelnanganan 

pelngellolaan belnda sitaan dan barang rampasan hasil tindak pidana korulpsi di 

Keljaksaan Nelgelri Bandar Lampulng yang kulrang dipahami selcara lulas olelh 

masyarakat dan masyarakat julga selharulsnya pelrlul melngeltahuli bagaimana tata 

pellaksanaan pelngellolaan belnda sitaan dan barang rampasan yang melrulpakan aselt 

hasil dari tindak korulpsi yang dilakulkan olelh Keljaksaan. 

Belrdasarkan pelmaparan latar bellakang di atas, pelnu llis melmultulskan ulntu lk 

melngangkat pelmbahasan ini melnjadi topik pada skripsi yang akan pelnullis bahas 

delngan juldull “Analisisَ Pelnanganan dan Pelngellolaan Aselt Hasil Tindak Pidana 

Korulpsi Olelh Keljaksaan (Stuldi Pada Keljaksaan Nelgelri Bandar Lampulng)”. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

1. Pelrmasalahan 

Dari ulraian latar bellakang di atas, maka pelnullis dalam hal ini dapat melrulmulskan 

masalah dalam pelnellitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah pelnanganan dan pelngellolaan aselt hasil tindak pidana korulpsi 

di Keljaksaan Nelgelri Bandar Lampulng? 

b. Apakah faktor-faktor pelnghambat dalam pelnanganan dan pelngellolaan aselt 

hasil tindak pidana korulpsi di Keljaksaan Nelgelri Bandar Lampulng? 

2. Rulang Lingkulp 

Rulang lingkulp pelnellitian ini yaitul hulkulm pidana formiil yang digulnakan selbagai 

selbagai dasar olelh para pelnelgak hulkulm dalam melnyikapi sulatul pelristiwa pidana, 

delngan kajian melngelnai Analisis Pelnanganan dan Pelngellolaan Aselt Hasil Tindak 

Pidana Korulpsi Olelh Keljaksaan. Rulang Lingkulp Lokasi adalah pada Keljaksaan 

Nelgelri Bandar Lampulng dan waktul pelnellitian dilaksanakan pada tahuln 2023. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tuljulan Pelnellitian 

Belrdasarkan pelrmasalahan dan ru lang lingkulp diatas, maka tuljulan dari pelnellitian 

ini adalah: 

a. Ulntulk melngeltahuli bagaimana pelngellolaan barang bulkti ataul belnda sitaan 

hasil korulpsi di Keljaksaan Nelgelri Bandar Lampulng. 

b. Ulntulk melngeltahuli faktor-faktor pelnghambat Keljaksaan Nelgelri Bandar 

Lampu lng dalam mellakulkan pelngellolaan belnda sitaan hasil tindak pidana 

korulpsi. 
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2. Kelgulnaan Pelnellitian 

a. Kelgulnaan Teloritis 

Kelgulnaan teloritis dalam mellakulkan pelnellitian ini adalah agar bisa belrmanfaat 

ulntulk melmpelrlulas wawasan, melnambah pelngeltahulan dalam khasanah ilmu l 

pelngeltahulan delngan melngkaji faktor yang melnjadi pelnyelbab selrta ulpaya dalam 

Pelncelgahan dan Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi agar melmuldahkan dalam 

pelnyellelsaian masalah selrulpa dikelmuldian hari. 

b. Kelgulnaan Praktis 

Diharapkan dari pelnellitian ini yang belrulpa konselp ataul hasil pelmikiran para 

pelnelgak hu lkulm dapat melmbelri manfaat dalam pellaksanaan pelnelgakan hulkulm 

telrhadap pelnangan dan pelngellolaan aselt-aselt hasil tindak pidana korulpsi. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kelrangka Teloritis 

Kelrangka Teloritis melrulpakan ulraian ringkas dari hasil kelrangka aculan ataul 

pelmikiran ataul dasar yang rellelvan ulntulk dapat dilakulkannya sulatul pelnellitian 

ilmiah, dikhulsulskan pada pelnellitian hulkulm.13 Belrdasarkan pelnjellasan melngelnai 

delfinisi kelrangka teloritis telrselbult, maka kelrangka teloritis yang digulnakan dalam 

pelnellitian ini mellipulti: 

a. Telori Pelran 

Melnulrult Soelrjono Soelkanto, pelran adalah aspelk yang dinamis dalam sulatu l 

kelduldulkan ataul statuls selselorang dalam mellakulkan sulatul hak dan kelwajiban yang 

 
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Bandung: UI Press Alumni, 1986, hlm. 127. 
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selsulai delngan kelduldulkan yang dimiliki.14 Telori pelran ini melmiliki jelnis-jelnis 

yaitul selbagai belrikult:15 

1) Pelran Normatif, adalah pelran selselorang ataul lelmbaga yang dilakulkan 

selsu lai delngan pada norma yang belrlakul di dalam tatanan kelhidulpan 

masyarakat. 

2) Pelran Faktulal, adalah pelran selselorang ataul lelmbaga yang dilakulkan selsulai 

delngan kelnyataan yang kongkrit di lapangan ataulpuln kelhidulpan sosial 

yang telrjadi selcara nyata. 

3) Pelran Idelal, adalah pelran selselorang ataul lelmbaga yang dilakulkan selsulai 

delngan nilai - nilai idelal ataul yang belrkelduldulkan di dalam sulatul sistelm. 

 

b. Telori Faktor yang Melmpelngarulhi Pelnelgakan Hulkulm 

Melnulrult Soelrjono Soelkanto, bahwa elfelktif ataul tidaknya sulatul hulkulm ditelntulka 

olelh 5 (lima) faktor, yaitul:16 

1) Faktor Ulndang-Ulndang 
Faktor Ulndang-Ulndang adalah sulatul pe lratulran telrtullis yang tellah belrlakul se lcara 

ulmulm dan diciptakan olelh pe lngulasa pulsat ataul daelrah yang sah. 

2) Faktor Pelnelgak Hulkulm 
Faktor Pelnelgak Hulkulm adalah sulatul kalangan yang selcara langsulng tellah telrlibat 

bidang pelne lgakan hulkulm tidak hanya selbatas melncakulp law elnforcelme lnt (kondisi 

pe lnelgak hulkulm) saja, teltapi julga pelacel maintelnancel (pe lmelliharaan pelrdamaian). 

3) Faktor Sarana ataul Fasilitas 
Faktor Sarana ataul Fasilitas adalah faktor yang melncakulp telnaga manulsia yang 

telrampil dan belrpelndidikan, pelralatan yang melmadai, kelulangan yang culkulp, dan 

oragnisasi/lelmbaga yang baik. Apabila hal-hal telrselbult tak telrpelnulhi maka akan 

sangat sullit bagi pelnelgak hulkulm ulntulk melncapai tuljulannya. 

4) Faktor Masyarakat 
Faktor Masyarakat adalah faktor yang sangat belrpelngarulh dalam melne lgakan hulkulm 

karelna pelnelgakan hulkulm be lrasal dari masyarakat dan belrtuljulan ulntulk melncapai 

ke ldamaian di dalam masyarakat. 

5) Faktor Kelbuldayaan 
Faktor Kelbuldayaan adalah faktor belrpulsat pada sistelm nilai - nilai yang melnjadi inti 

dari kelbuldayaan spiritulal dan non-matelriell di dalam masyarakat. 

 

 

 

 
14 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistiyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 210–211. 
15 Soerjono Soekanto, Teori Peran, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 243. 
16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 8. 
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2.  Konselptulal  

Kelrangka konselptulal melrulpakan sulsulnan dari belbelrapa konselp sulatul kelbullatan 

yang ultulh, selhingga telrbelntulk su latul wawasan ulntulk dijadikan landasan, aculan, 

dan peldoman dalam sulatul pelnullisan ataul pelnellitian.17 Pada pelnellitian ini akan 

dijellaskan telntang pelngelrtian pokok-pokok istilah yang akan digulnakan 

selhulbulngan delngan objelk dan rulang lingkulp pelnullisan selhingga melmpulnyai 

batasan yang telpat dan jellas dalam pelnggulnaanya. Adapu ln istilah selrta pelngelrtian 

yang dipelrgulnakan dalam pelnellitian ini mellipulti: 

a. Analisis 

Analisis adalah kelgiatan belrfikir dalam pelmelcahan pelrmasalahan didasarkan 

proseldulr ilmiah selrta mellaluli ulji coba yang melnghasilkan sulatul kelbelnaran dalam 

pelnyellelsaian masalah.18 

b. Pelnanganan 

Pelnanganan adalah pelrbulatan melnangani dan melngu lruls pelnyellelsaian sulatu l 

pelrkara yang dilakulkan olelh pihak belrwelnang selhingga pelrkara yang ditangani 

dapat telrsellelsaikan.19 

c.  Pelngellolaan 

Pelngellolaan adalah prosels yang melmbelrikan pelngawasan pada selmula hal yang 

telrlibat dalam pellaksanaan kelbijaksanaan dan pelncapaian tuljulan.20 

 

 
17 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Ctk. Pertama. Mataram University Press, 2020, 

hlm. 42. 
18 Yuni Septiani,َEdoَAribbe,َandَRisnalَDiansyah,َ“AnalisisَKualitasَLayananَSistemَInformasiَ

Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual 

(StudiَKasus:َMahasiswaَUniversitasَAbdurrabَPekanbaru),”َJurnal Teknologi Dan Open Source. 

Vol, 3, no. 1 (2020): 133. 
19 Pengertian Penanganan, https://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/, diakses pada tanggal 17 

November 2022 pukul 22.00 WIB. 
20 Pengertian Pengelolaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/kelola, 

diakses pada tanggal 17 November 2022 pukul 22.00 WIB. 
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d. Aselt 

 

Melnulrult Rancangan Ulndang-Ulndang Relpulblik Indonelsia Telntang Pelrampasan 

Aselt Telrkait Tindak Pidana dalam Pasal 1 melnyatakan bahwa pelngelrtian Aselt 

adalah selmula belnda belrgelrak atau l belnda tidak belrgelrak, baik belrwuljuld maulpu ln 

tidak belrwu ljuld dan melmpulnyai nilai elkonomis. 

e. Hasil Tindak Pidana Korulpsi 

Hasil Tindak Pidana Korulpsi adalah selmula harta baik belrulpa ulang ataul barang 

yang dipelrolelh dari pellakul tindak pidana korulpsi. 

f. Keljaksaan 

Melnulrult Pasal 1 Ayat 1 Ulndang-Ulndang No. 11 Tahuln 2021 telntang Pelrulbahan 

Atas Ulndang-Ulndang No. 16 Tahu ln 2004 telntang Keljaksaan Relpulblik Indonelsia, 

pelngelrtian Keljaksaan adalah lelmbaga pelmelrintahan yang fulngsinya belrkaitan 

delngan kelkulasaan kelhakiman yang mellaksanakan kelku lasaan nelgara di bidang 

pelnulntultan selrta kelwelnangan lain belrdasarkan ulndang-ulndang. 

E. Sistematika Penulisan 

Selcara kelsellulrulhan maka skripsi ini diaculan 5 bab delngan sistelmatika pelnullisan 

disulsuln selbagai belrikult ini: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini melngulraikan telntang latar bellakang, kelmuldian pelrmasalahan dan rulang 

lingkulp, tuljulan dan kelgulnaan pelnellitian, kelrangka telori dan konselptulal, selrta 

sistelmatika pelnullisan. 

 

 



16 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini pelnullis melngulraikan telntang telori-telori yang mellandasi pelnellitian hulkulm. 

Pada bab ini dibahas melngelnai tinjulan telntang tindak pidana, telntang tindak 

pidana, korulpsi, pelngelrtian pelnyitaan, pelngelrtian aselt, selrta ulpaya pelnanganan 

dan pelngellolaan aselt di keljaksaan. 

III. METODE PENELITIAN 

Melrulpakan bab yang belrisi ulraian melngelnai meltodel pelnellitian, meltode l 

pelndelkatan pelnellitian, jelnis pelnellitian, telknik pelngu lmpullan data, meltode l 

pelnyajian data, dan telknik analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini belrisikan telntang hasil pelnellitian selcara khulsuls melngulraikan dan 

melnganalisa pelrmasalahan yang ditelliti melngelnai bagaimana melkanismel 

pelnanganan dan pelngellolaan aselt hasil tindak pidana korulpsi stuldi kasu ls 

Keljaksaan Nelgelri Bandar Lampu lng, dan julga faktor-faktor pelnghambat dalam 

pelnanggullangan dan pelngellolaan aselt hasil tindak pidana korulpsi di Keljaksaan 

Nelgelri Bandar Lampulng. 

V. PENUTUP 

Bab ini melngulraikan telntang kelsimpullan selsulai delngan pokok pelrmasalahan dan 

saran-saran yang diajulkan kelpada pihak-pihak yang telrkait delngan pelnellitian. 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Korupsi  

Keljaksaan adalah lelmbaga pelmelrintahan yang fulngsinya belrkaitan delngan 

kelkulasaan kelhakiman yang mellaksanakan kelkulasan nelgara di bidang pelnulntultan 

selrta kelwelnangan lain belrdasarkan ulndang-ulndang (Ulndang Ulndang Nomor 11 

Tahuln 2021 telntang Pelrulbahan Atas Ulndang-Ulndang Nomor 16 Tahuln 2004 

telntang Keljaksaan Relpulblik Indonelsia). Seldangkan yang di maksuld jaksa adalah 

pelgawai nelgelri sipil delngan jabatan fulngsional yang melmiliki kelkhulsulsan dan 

mellaksanakan tulgas, fulngsi, dan kelwelnangannya belrdasarkan ulndang-ulndang.  

Tulgas dan welwelnang keljaksaan di bidang pidana:21 

1) Mellaku lkan pelnulntultan; 

2) Mellaku lkan pelneltapan hakim dan pultulsan pelngadilan yang tellah melmpelrolelh 

kelkulatan hulkulm teltap; 

3) Mellaku lkan pelngawasan telrhadap pellaksanaan pultulsan pidana belrsyarat, 

pultulsan pidana pelngawasan, dan kelpultulsan lelpas belrsyarat; 

4) Mellaku lkan pelnyidikan telrhadap tindak pidana telrtelntul belrdasarkan ulndang- 

ulndang; 

5) Mellelngkapi belrkas pelrkara telrtelntul dan ulntulk itul dapat mellakulkan 

pelmelriksaan tambahan selbellulm dilimpahkan kel pelngadilan yang dalam 

pellaksanaannya dikoordinasikan delngan pelnyidik. 

Belrdasarkan pelnjellasan telrkait tulgas dan welwelnang keljaksaan pada poin 4, yakni 

mellakulkan pelnyidikan telrhadap tindak pidana telrtelntu l belrdasarkan Ulndang-

 
21 Junaidi Abdullah, Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana 

Korupsi di Indonesia, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol, 5 No, 1 (2014), 

hlm. 112–113. 
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Ulndang, maka keljaksaan bisa melnangani tindak pidana korulpsi, karelna tindak 

pidana korulpsi melrulpakan salah satul tindak pidana yang diatulr dalam ulndang-

ulndang, yakni Ulndang-Ulndang No. 19 Tahuln 2019 telntang Pelrulbahan Keldu la 

Atas Ulndang- Ulndang No. 30 Tahuln 2002 telntang Komisi Pelmbelrantasan Tindak 

Pidana Korulpsi. 

Melngelnai pelnanganan tindak pidana korulpsi, keljaksaan belrpeldoman pada:22 

 

a. Ulndang-Ulndang No. 11 Tahuln 2021 telntang Pelrulbahan Atas Ulndang-

Ulndang No. 16 Tahuln 2004 telntang Keljaksaan Relpulblik Indonelsia. 

b. Pasal 91 ayat (1) KUlHAP melngatulr telntang kelwelnangan jaksa ulntu lk 

melngambil alih belrita acara pelmelriksaan, Pasal 284 ayat (2) KUlHAP 

melnyatakan:  

“Dalamَwaktul dula tahuln seltellah ulndang-ulndang ini diulndangkan, maka 

telrhadap selmula pelrkara dibelrlakulkan keltelntulan ulndang-ulndang ini, 

delngan pelngelculalian ulntulk selmelntara melngelnai keltelntulan khulsuls acara 

pidana selbagaimana telrselbult pada ulndang-ulndang telrtelntul, sampai ada 

pelru lbahan dan/ataul dinyatakan tidak belrlakul lagi. 

Telrkait delngan pelran Keljaksaan RI dalam pelmbelrantasan korulpsi maka dapat 

dilihat dalam keltelntulan Pasal 30B hulrulf (a), (b), (c), (d), dan (el) UlUl No. 11 

Tahuln 2021 telntang Pelrulbahan Atas UlUl No. 16 Tahuln 2004 telntang Keljaksaan 

RI. Pasal telrselbult selcara garis belsar 4 (elmpat) tulgas dan welwelnang Keljaksaan RI, 

yaitul telrkait bidang intellijeln pelnelgakan hulkulm. Telrkait delngan tulgas dan 

welwelnang Keljaksaan RI dalam hal pelnelgakan hulkulm pidana, disini Keljaksaan RI 

dapat mellakulkan ulpaya pelmbelrantasan korulpsi delngan mellakulkan pelnyidikan. 

Keljaksaan dapat melmullai prosels pelnanganan sulatul pelrkara korulpsi dimullai dari 

prosels pelnyellidikan gulna melnelmulkan sulatul pelristiwa hulkulm melrulpakan 

 
22 Ibid, Junaidi Abdullah, hlm.113. 
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pelrbulatan pidana hingga pelnyidikan gulna melnelmulkan alat bulkti/barang bulkti 

gulna melnelmulkan telrsangkanya. Hal ini selsulai delngan keltelntulan Pasal 30B hulru lf 

(a) Ulndang-Ulndang No. 11 Tahuln 2021 telntang Pelrulbahan Atas Ulndang-Ulndang 

No. 16 Tahuln 2004 telntang Keljaksaan RI melnyelbultkan: “melnyellelnggarakan 

fulngsi pelnyellidikan, pelngamanan, dan pelnggalangan ulntulk kelpelntingan 

pelnelgakan hulkulm”. 

Selcara garis belsar pelran keljaksaan RI dalam pelmbelrantasan korulpsi dibidang 

pidana, yaitul mellakulkan pelnyellidikan, pelnyidikan, pelnulntultan, dan elkselkulsi 

pelrkara korulpsi. Adapuln bidang / selksi yang khulsuls melnangani korulpsi adalah 

bidang tindak pidana khulsuls. Bidang ini melmiliki tulgas tidak hanya telrkait 

pelnanganan pelrkara (selcara relprelsif) namuln dalam pelrkelmbangannya bidang 

tindak pidana khulsuls dapat mellakulkan pelncelgahan mellaluli sarana pidsuls celrdas 

selpelrti contoh pelmbelntulkan belbelrapa satulan tulgas (satgas) selpelrti satgas aselt, 

satgas invelstasi dimana pelrannya mellakulkan pelntellaahan telrhadap relgullasi yang 

melnghambat invelstasi ataulpuln pelntellaahan telrhadap pellelpasan aselt ataul aselt yang 

ada dipihak keltiga delngan ithikad tidak baik.23 

Tulgas dan Welwelnang Keljaksaan RI di bidang intellijeln melnulrult keltelntulan Pasal 

30 B Ulndang-Ulndang No. 11 Tahuln 2021 telntang Pelrulbahan Atas Ulndang-

Ulndang No. 16 Tahuln 2004 telntang Keljaksaan RI selbagai belrikult: 

a. Melnyellelnggarakan fulngsi pelnyellidikan, pelngamanan, dan 

pelnggalangan ulntulk kelpelntingan pelnelgakan hulkulm; 

b. Melncipatakan kondisi yang melndulkulng dan melngamankan 

pellaksanaan pelmbangulnan; 

c. Mellakulkan kelrja sama intellijeln dan/ataul pelnyellelnggara intellije ln 

 
23 I Made Agus Mahendra Iswara dan Ketut Adi Wirawan, Peran Kejaksaan Dalam 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia, Kertha Wicaksana, 14 (1), 2020, hlm. 

73–75. 
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nelgara lainnya, di dalam maulpuln di lular nelgelri; 

d. Mellaksanakan pelncelgahan korulpsi, kolulsi, dan nelpotismel; dan 

e. Mellaksanakan pelngawasan mulltimeldia. 

Salah satul pelnyellelnggara Intellijeln Nelgara adalah Instansi Keljaksaan Relpulblik 

Indonelsi. Intellijeln Keljaksaan Relpulblik Indonelsia melnyellelnggarakan fulngsi 

Intellijeln pada bidang pelnelgakan hulkulm. Pellaksanaan fulngsi Intellijeln pada 

Keljaksaan Relpulblik Indonelsia dilaksanakan olelh satulan kelrja Jaksa Agulng Mulda 

Intelljeln yang melrulpakan ulnsulr pelmbantul pimpinan dalam mellaksanakan tulgas 

dan welwelnang keljaksaan dalam bidang intellijeln keljaksaan. Intellijeln Keljaksaan 

digulnakan selbagai panca indra dan sarana bagi pimpinan (policy makelr) dalam hal 

ini Jaksa Agulng Relpulblik Indonelsia ulntulk melngeltahu li dan melngulasai seltiap 

pelrmasalahan yang hidulp dan belrkelmbang dalam masyarakat dalam rangka 

pelnelgakan hulkulm, delngan melnyajikan produlk intellijeln yang ada rellelvansinya 

delngan tulgas, kelwajiban selrta welwelnang Keljaksaan.24 

Adapuln Lingkulp bidang intellijeln Keljaksaan yaitul mellipulti kelgiatan intellijeln 

pelnyellidikan, pelngamanan, dan pelnggalangan ulntulk mellakulkan pelncelgahan 

tindak pidana ulntulk melndulkulng pelnelgakan hulkulm baik prelvelntif maulpuln relprelsif 

di bidang idelologi, politik, elkonomi, kelulangan, sosial buldaya, pelrtahanan dan 

kelamanan, mellaksanakan celgah tangkal telrhadap orang telrtelntul dan/ataul tulru lt 

melnyellelnggarakan keltelrtiban dan keltelntelraman ulmulm. 

B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti dan 

Barang Rampasan Hasil Korupsi 

Jaksa Pelnu lntult Ulmulm yang ditulnjulk dalam pelnanganan pelrkara melnelrima 

telrsangka belselrta barang bulkti dari pelnyidik dan otomatis Jaksa telrselbult julga 

 
24 Ibid. 
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yang melnjadi pelnanggulngjawab telrhadap barang bulkti dan telrsangka telrselbult. 

Telrhadap barang bulkti Jaksa Pelnulntult Ulmulm akan melnyelrahkan barang bulkti 

ulntulk disimpan dan di data olelh peljabat pelngellolaan barang bulkti yakni Kelpala 

Selksi Pelngellolaan Barang Bulkti dan Barang Rampasan ataul disingkat Kasi PB3R. 

Tuljulannya agar telrjaminnya kelamanan barang bulkti dikarelnakan akan digulnakan 

dalam prosels pelrsidangan yang akan datang.25 Melngelnai Selksi Pelngellolaan 

Barang Bu lkti dan Barang Rampasan diatulr di dalam Pelratulran Keljaksaan RI 

Nomor: 6 Tahuln 2019 telntang Pelrulbahan Atas Pelratulran Jaksa Agulng RI Nomor: 

PElR-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Julli 2017 telntang Organisasi dan Tata Kelrja 

Keljaksaan RI yaitul di dalam Pasal 1009 s/d Pasal 1012. 

Kelwelnangan dan Tulgas Selksi Pelngellolaan Barang Bulkti dan Barang Rampasan 

diatulr di dalam Pasal 1009 Pelratulran Jaksa Agu lng RI Nomor: PElR- 

006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Julli 2017 telntang Organisasi dan Tata Kelrja 

Keljaksaan RI, yaitul: Mellakulkan pelngellolaan barang bulkti dan barang rampasan 

yang belrasal dari tindak pidana ulmulm dan tindak pidana khulsuls. 

Fulngsi Selksi Pelngellolaan Barang Bulkti dan Barang Rampasan selbagaimana 

diatulr di dalam Pasal 1010 antara lain: 

1. Pelnyiapan bahan pelnyulsulnan relncana dan program kelrja; 

2. Analisis dan pelnyiapan pelrtimbangan hulkulm pelngellolaan barang bulkti dan 

barang rampasan; 

3. Pelngellolaan barang bulkti dan barang rampasan mellipulti: pelncatatan, 

pelnellitian barang bulkti, pelnyimpanan dan pelngklasifikasian barang bulkti, 

pelnitipan, pelmelliharaan, pelngamanan, pelnyeldiaan dan pelngelmbalian barang 

bulkti selbellulm dan seltellah sidang selrta pelnyellelsaian barang rampasan; 

4. Pelnyiapan pellaksanaan koordinasi dan kelrjasama dalam pelngellolaan barang 

bulkti dan barang rampasan; 

 
25 Yohana EA Aritonang, July Ester, dan Herlina Manullang, Peranan Kejaksaan Dan Upaya 

Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan 

Negeri Binjai), Nommensen Law Review. Vol, 01 No, 01 (2022), hlm. 19. 
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5. Pelngellolaan dan pelnyajian data dan informasi; 

6. Pellaksanaan pelmantaulan, elvalulasi dan pelnyulsulnan laporan pelngellolaan 

barang bulkti dan barang rampasan. 

Sulbselksi Barang Bulkti melmpulnyai tulgas mellakulkan pe lncatatan belnda sitaan dan barang 

bulkti pada relgistelr, bulkul relgistelr pelmbantul, labell dan kartul barang bulkti, sistelm 

manajelmeln e llelktronik, pelnyeldiaan data, pelnellitian barang bulkti, pelnyimpanan dan 

pe lngklasifikasian ataul pe lngellompokan barang bulkti, pelnitipan pelmelliharaan barang 

bulkti, mellakulkan control barang bulkti selcara belrkala, pelnye ldiaan dan pelngelmbalian 

barang bulkti selbe llulm dan seltellah sidang, selrta laporan dan pelngarsipan telrkait 

pe lngellolaan belnda sitaan dan barang bulkti tindak pidana ulmulm dan tindak pidana khulsuls 

pada tahap pelnyidikan dan pe lnulntultan. 

Sulbselksi Barang Rampasan melmpulnyai tulgas pelncatatan barang rampasan pada re lgistelr, 

bulkul re lgistelr pelmbantul, sistelm manajelmeln e llelktronik, pe lnyeldiaan data, pelncocokan dan 

pe lngidelntifikasian fisik barang rampasan selsulai delngan dokulmeln pelndulkulng, 

melnyiapkan administrasi barang rampasan, melngklasifikasikan ataul melngellompokkan 

barang rampasan, melnye ldiakan dokulmeln pelndulkulng atas fisik barang rampasan, 

pe lrelncanaan dan pelnye llelsaian barang rampasan, tindakan hulkulm dalam pelnye llelsaian 

barang rampasan selrta laporan dan pelngarsipan telrkait pelnge llolaan barang rampasan 

tindak pidana ulmulm dan tindak pidana khulsuls pada tahap elkselkulsi.  

C. Definisi, Ruang Lingkup dan Sistem Penegakan Hukum Pada Tindak 

Pidana Korupsi 

1. Delfinsi Tindak Pidana Korulpsi 

Bahasa Latin asal kata korulpsi yaitul “corrulptio”,َ seldangkan bahasa Inggrisnya 

yaitul “corrulption”َdanَ“corrulptiel”َdariَbahasaَBellanda. Arti korulpsi dari keltiga 

bahasa telrselbult selcara harfiah melngacul pada sulatul pelrbulatan yang kelji, rulsak, 

tidak juljulr telrkait delngan kelulangan. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 melnulrult Ulndang-
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Ulndang No.31 Tahuln 1999 telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi Jo. 

Ulndang-Ulndang No. 20 Tahuln 2001 telntang Pelrulbahan Atas Ulndang-Ulndang 

No. 31 Tahuln 1999 telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi, delfinisi 

korulpsi adalah: 1) Seltiap orang yang selcara selngaja mellawan hulkulm, mellakulkan 

pelrbulatan melmpelrkaya diri selndiri ataul orang lain ataul su latul korporasi yang dapat 

melrulgikan kelulangan nelgara atau l pelrelkonomian nelgara. 2) Seltiap orang yang 

delngan tulju lan melngulntulngkan diri selndiri ataul orang lain ataul sulatul korporasi, 

melnyalahgulnakan kelwelnangan, kelselmpatan ataul sarana yang ada padanya karelna 

jabatan ataul kelduldulkan yang dapat melrulgikan kelulangan ataul pelrelkonomian 

nelgara.26 

Delfinisi tindak pidana korulpsi ialah pelrbulatan keljahatan yang tuljulannya ulntu lk 

melmpelrkaya pribadi ataulpuln kelpelntingan kellompok ataul melnyalahgulnakan 

welwelnang selbagai peljabat nelgara selcara tidak sah dan melnyimpang pelratulran. 

Dari selkian banyak yang tellah melndelfinisikan korulpsi, selhingga Poelrwadarminta 

melnyimpullkan pelngelrtian korulpsi kel dalam Kamuls Ulmulm Bahasa Indonelsia 

yang melnyatakanَ bahwaَ “koru lpsi adalah pelrbulatan yang bulrulk selpelrti 

pelnggellapan ulang, pelnelrimaan ulang sogok dan selbagainya.”َMulncullnya geljala 

korulpsi melnulrult Soelrjono Soelkanto, yang mana dari geljala-geljala telrselbu lt 

melngakibatkan kelrulgian pelrelkonomian nelgara maulpuln individul ataul pelrorangan 

dan julga masyarakat. Geljala-geljala korulpsi yang dimaksuld yaitul: adanya 

pelnggulnaan kelkulasaan dan welwelnang pulblik ulntulk kelpelntingan pribadi atau l 

 
26 Darda Pasmatuti,َ“PerkembanganَPengertianَTindakَPidanaَKorupsiَDalam Hukum Positif Di 

Indonesia, Ensiklopedia Social Review. Vol, 1 No, 1 (2019), hlm. 101. 
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golongan telrtelntul yang sifatnya mellanggar hulkulm dan norma-norma lainnya.27 

Pelrtama kali istilah korulpsi dalam seljarah hulkulm pidana Indonelsia selhingga 

dijadikan sulatul istilah hulkulm yaitul diselbultkan dalam Pelratulran Pelngulasa Militelr 

Prt/PM-06/1957.28 Di dalam pelratulran itul melnyelbultkan bahwa korulpsi 

melrulpakan pelrbulatan-pelrbulatan yang melrulgikan orang banyak karelna belrdampak 

pada kelulangan nelgara dan pelrelkonomian nelgara. Pelrbulatan pidana korulpsi yang 

melmiliki konselkulelnsi jika tidak diatasi ataul tidak ada ulsaha ulntu lk 

melnanggullanginya akan belrakibat melnghambat dan melngancam pelmbangulnan 

nelgara dikarelnakan pidana ini ditandai delngan pelrbulatan melelnggelrogoti harta 

kelkayaan. 

2. Rulang Lingkulp Tindak Pidana Korulpsi 

Belrdasarkan Ulndang-Ulndang No. 31 Tahuln 1999 Jo. Ulndang-Ulndang No. 20 

Tahuln 2001 melrulmulskan tindak pidana korulpsi melnjadi tiga pullulh belntulk dan 

jelnis. Pasal-pasal dalam ulndang-u lndang telrselbult melnelrangkan selcara jellas dan 

telrpelrinci telntang pelrbulatan-pelrbu latan korulpsi yang dapat dikelnakan hulkulman 

pelnjara. 

Keltigapullu lh kellompok belntulk dan jelnis tindak pidana korulpsi telrselbult yaitul:29 

1) Melngelnai kelrulgian kelulangan nelgara, mellipulti: a) mellawan hulkulm ulntu lk 

melmpelrkaya diri ataul orang lain ataul sulatul korporasi yang dapat melrulgikan 

kelulangan nelgara; dan b) melnyalahgulnakan kelwelnangan ulntu lk 

melngu lntulngkan diri selndiri ataul orang lain ataul sulatul korporasi yang dapat 

melrulgikan kelulangan nelgara. 

2) Sulap-melnyulap, mellipulti: a) melnyulap pelgawai nelgelri; b) melmbelri hadiah 

 
27 Soerjono Soekanto and Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat (Jakarta: 

Rajawali, 1980). 
28 Ibid, Danil. 
29 Komisi Pemberantsan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami 

Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (2006), hlm. 31–53. 
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kelpada pelgawai nelgelri karelna jabatannya; c) pelgawai nelgelri melnelrima sulap; 

d) pelgawai nelgelri melnelrima hadiah yang belrhulbulngan delngan jabatannya; el) 

melnyu lap hakim dan advokat; f) hakim dan advokat melnelrima sulap. 

3) Pelnggellapan dalam jabatan, mellipulti: a) pelgawai nelgelri melnggellapkan ulang 

ataul su lrat belrharga; b) pelgawai nelgelri melmalsulkan bulkul ulntulk pelmelriksaan 

administrasi; c) pelgawai nelgelri melrulsakkan ataul melmbiarkan orang lain 

melrulsakkan ataul melmbantul orang lain melrulsakkan alat bulkti. 

4) Pelmelrasan, mellipulti: a) pelgawai nelgelri melmelras; b) pelgawai nelgelri melmelras 

pelgawai nelgelri yang lain. 

5) Pelrilakul culrang, mellipulti: a) pelmborong belrbulat culrang; b) pelngawas proyelk 

melmbiarkan pelrbulatan culrang; c) relkanan TNI/POLRI belrbulat culrang; d) 

pelngawas relkanan TNI/POLRI ataul pelnelrima barang TNI POLRI 

melmbiarkan pelrbulatan culrang; el) pelgawai nelgelri melnyelrobot tanah nelgara 

selhingga melrulgikan orang lain. 

6) Belntulran kelpelntingan dalam pelngadaan, mellipulti: pelgawai nelgelri tulrult selrta 

dalam pelngadaannya yang diu lrulsnya. 

7) Gratifikasi, mellipulti: pelgawai nelgelri melne lrima gratifikasi dan tidak mellaporkannya 

ke lpada KPK. 

Kelmuldian belbelrapa jelnis korulpsi melnulrult Syeld Hulsseln Alatas adalah dibagi 

melnjadi 7 jelnis, yaitul:30 

1) Transactivel corrulption (korulpsi transaktif) ditandai delngan mulncullnya 

kelselpakatan antara pihak pelmbelri dan pihak pelnelrima selcara timbal-balik 

delmi telrcapainya kelulntulngan keldula bellah pihak. Biasanya korulpsi transaktif 

mellibatkan dulnia bisnis delngan pelmelrintah ataulpuln masyarakat delngan 

pelmelrintah. 

2) Elxtortivel corrulption (korulpsi delngan paksaan atau l melmelras) dipaksanya 

pihak pelmbelri ulntulk mellakulkan pelnyulapan delngan tuljulan melncelgah 

kelrulgian yang akan melngancan diri dan kelpelntingannya, dan orang selrta hal-

hal yang dihargainya. 

3) Invelstivel corrulption (korulpsi invelstif) melrulpakan jelnis korulpsi yang ditandai 

delngan melmbelrikan barang ataul jasa tanpa ada pelrtalian langsulng delngan 

kelulntu lngan telrtelntul, sellain kelulntulngan yang dipelrkirakan akan dipelrolelh di 

masa yang akan datang. 

4) Nelpotistic corrulption (korulpsi pelrkelrabatan) adalah pelngangkatan yang 

selcara tidak sah ulntulk melmelgang jabatan dalam pelmelrintahan kelpada telman 

ataul sanak sauldara, ataulpuln tindakan yang melmbelrikan pelrlakulan istimelwa 

belrulpa ulang ataul dalam belntulk-belntulk lain kelpada melrelka selcara mellawan 

norma ataulran pelratulran yang belrlakul. 

5) Delfelnsivel corrulption (pelmelrasan olelh korban koru lpsi) maksuldnya adalah 

pelmelrasan yang dilakulkan delngan tuljulan ulntulk melmpelrtahankan diri olelh 

korban korulpsi. 

6) Antogelnic corrulption (korulpsi otogelnik) adalah korulpsi yang dilakulkan 

selselorang selcara pribadi tanpa keltelrlibatan pihak lain. Contohnya, 

 
30 Prayitno Iman Santosa, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT. Alumni, 

2015, hlm. 106–109. 
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melmalsulkan laporan kelulangan ataul selbagaja melmbocorkan informasi telntang 

kelbijakan wilayah barul dalam pelmbangulnan kelpada kelrabat delkat. 

7) Sulpportivel corrulption adalah jelnis korulpsi yang dilakulkan belrulpa tindakan 

ulntulk melmpelrkulat dan mellindulngi korulpsi yang suldah ada. Contohnya, 

melnyelwa pelnjahat ulntulk melngancam peljabat yang juljulr agar tidak bisa 

melndu ldulki jabatan telrtelntul. 

3. Sistelm Pelnelgakan Hulkulm Tindak Pidana Korulpsi 

Keltelntulan yang melngatulr telntang tindak pidana korulpsi dalam sistelm pelradilan 

pidana Indonelsia adalah Ulndang-Ulndang No. 31 Tahuln 1999 telntang 

Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi yang diulbah dan ditambah delngan 

Ulndang-Ulndang No. 20 Tahuln 2001, yang sellanjultnya diselbult UlUl TPK. 

Kelmuldian Pasal 43 UlUl TPK melngamanatkan pelmbelntulkan Komisi 

Pelmbelrantasan Korulpsi (KPK), delngan diteltapkannya Ulndang-Ulndang No. 30 

Tahuln 2002 telntang Komisi Pelmbelrantasan Korulpsi (UlUl KPK) selbagai lelmbaga 

indelpelndeln dan belbas dari pelngarulh kelkulasaan manapu ln dalam mellaksanakan 

tulgas dan welwelnangnya dalam pelncelgahan dan pelmbelrantasan TPK. Sellanjultnya 

pelngelsahan Indonelsia telrhadap UlNCAC (Ulniteld Nation Convelntion Again 

Corrulption/ Konvelnsi Pelrselrikatan Bangsa-Bangsa Anti Korulpsi) Tahuln 2003, 

belrarti selcara yulridis Indonelsia su ldah melngakuli selrta siap melngimplelmelntasikan 

UlNCAC dalam sistelm pelradilan pidana Indonelsia.31 

Pada hakikatnya kelbijakan pelnanggullangan tindak pidana korulpsi dapat dilakulkan 

mellaluli du la pelndelkatan, yaitul pelndelkatan pelnal dan pelndelkatan non-pelnal. 

Mellaluli pelndelkatan pelnal (pelmidanaan), selcara ulmulm politik hulkulm pidana 

melrulpakan ulpaya melnelntulkan kel arah mana pelmbelrlakulan hulkulm pidana 

Indonelsia masa yang akan datang delngan mellihat pelnelgakannya saat ini. 

 
31 Sukmareni, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan 

Pidana Indonesia, PAGARUYUANG Law Jurnal. Vol, 1 No, 2 (2018). hlm. 164–165. 
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Seldangkan mellaluli pelndelkatan non-pelnal lelbih belrsifat tindakan pelncelgahan 

selbellulm telrjadinya keljahatan. Misalnya, pelrelncanaan kelselhatan melntal 

masyarakat, kelselhatan melntal masyarakat nasional, kelseljahtelraan anak dan 

pelkelrja sosial, selrta pelnggulnaan hu lkulm sipil dan hulkulm administrasi.32 

D. Tinjauan Terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara 

Melnyimpan dan melrawat belnda sitaan nelgara, tulgas pokok dan kelwelnangannya 

melnulrult Pasal 44 Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Acara Pidana diselrahkan kelpada 

Rulmah Pelnyimpanan Belnda Sitaan Nelgara yang sellanjultnya diselbu lt 

(RUlPBASAN), yaitul telmpat belnda yang disita olelh nelgara ulntulk kelpelrlulan 

prosels pelradilan. Rulpbasan dibawah tanggulng jawab Direlktorat Pelmasyarakatan 

Delpartelmeln Hulkulm dan HAM, yang seljajar delngan Rultan, Lapas dan Bapas. Hal 

telrselbult melrulpakan pellaksanaan dari Pasal 44 Ayat (1) KUlHAP yang 

melnyelbultkan bahwa Belnda Sitaan disimpan dalam Rulmah Pelnyimpanan Belnda 

Sitaan Nelgara dan Pasal 44 Ayat (2) KUlHAP yang melnyelbultkan bahwa 

pelnyimpanan belnda sitaan dilaksanakan delngan selbaik-baiknya dan tanggulng 

jawab atasnya ada pada peljabat yang belrwelnang selsulai delngan tingkat 

pelmelriksaan dalam prosels pelradilan dan belnda telrselbult dilarang ulntulk 

dipelrgulnakan olelh siapapuln julga. 

Pelratulran Melntelri Hulkulm dan Hak Asasi Manulsia Nomor 16 Tahuln 2014 telntang 

Tata Cara Pelngellolaan Belnda Sitaan Nelgara dan Barang Rampasan Nelgara Pada 

Rulmah Pelnyimpanan Belnda Sitaan Nelgara melnjellaskan pelngelrtian belnda sitaan 

nelgara dan barang rampasan nelgara. Belnda Sitaan Nelgara (Basan) adalah belnda 

 
32 Moch. Abd. Wachid, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK, Maksigama Jurnal 

Hukum. Vol, 18 No.1 (2015). hlm. 109–110. 
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yang disita olelh nelgara ulntulk kelpelrlulan prosels pelradilan. Belnda ini bisa disita 

olelh pelnyidik ataul pelnultult ulmulm gulna kelpelrlulan barang bulkti dalam prosels 

pelradilan. 

Seldangkan melnulrult  Pelratulran Melntelri hulkulm dan Hak Asasi Manulsia Nomor 16 

Tahuln 2014 telntang Tata Cara Pelngellolaan Belnda Sitaan Nelgara dan Barang 

Rampasan Nelgara Pada Rulmah Pelnyimpanan Belnda Sitaan Nelgara, Barang 

Rampasan ataul diselbult Baran adalah belnda sitaan belrdasarkan Pultulsan 

Pelngadilan yang tellah melmelprolelh kelkulatan hulkulm teltap dinyatakan dirampas 

ulntulk nelgara.33 

Belrdasarkan pelratulran Melntelri Hulkulm dan Hak Asasi Manulsia Relpulblik 

Indonelsia No. 16 Tahuln 2014 telntang Tata Cara Pelngellolaan Belnda Sitaan 

Nelgara dan Barang Rampasan Nelgara Pada Rulmah Pelnyimpanan Belnda Sitaan 

Nelgara, Ru lmah Pelnyimpanan Belnda Sitaan Nelgara adalah telmpat pelnyimpanan 

dan pelngellolaan belnda sitaan dan barang rampasan nelgara. Telmpat pelnyimpanan 

belnda sitaan nelgara di lular Rulpbasan adalah telmpat pelnyimpanan belnda sitaan 

yang belrada di telmpat lain yang diteltapkan olelh Kelpala Rulpbasan belrdasarkan 

pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrlakul.34 

Sellain rulpbasan selbagai telmpat pelnyimpanan belnda sitaan dan barang rampasan 

nelgara julga disimpan olelh instansi pelnelgak hulkulm lain, bahkan pihak rulpbasan 

tidak melngeltahuli telrkait belnda sitaan yang disimpan dilu lar rulpbasan. Pelrbeldaan 

pellaksanaan delngan apa yang ada di KUlHAP tidak ada konselkulelnsi yulridis selcara 

 
33 http//repository.uin-suska.ac.id/18751/8/8. BABIII2018608IH.pdf, diakses pada tanggal 12 Juni 

2023 pukul 20.41 WIB. 
34 http//repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5116/1/ SKRIPSI Muhammad Rafli 

A%0Andri.pdf, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 20.59 WIB. 
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praktelknya keltika barang bulkti tidak ditelmpatkan dalam RUlPBASAN. Hal ini 

dipelrjellas olelh Bambang Raminto35 bahwa: 

“Barangَbulkti yang selharulsnya disimpan dalam RUlPBASAN selsulai dalam 

Pasal 44 KUlHAP keltika disimpan dalam kantor kelpolisian ataulpu ln 

keljaksaan teltaplah sah walapuln tidak selsulai delngan prosels pelradilan 

pidana yang pada selmelstinya dan inilah yang melmbulat kinelrja dari 

RUlPBASAN telrselndiri kulrang maksimal dikarelnakan aparat pelnelgak 

hulkulm yang melmiliki tanggulng jawab selcara yulridis masih bellulm pelrcaya 

adanya RUlPBASAN yang jellas melmpulnyai tanggu lng jawab selcaraَfisik”.َ  

Hal yang melmbulat pelnelgak hulku lm lain teltap melnyimpan belnda sitaan/barang 

bulkti di instansinya masing-masing karelna melrelka melmpulnyai atulran 

pellaksanaan telrselndiri selpelrti yang telrmulat dalam BAB III (Pelngamanan Aselt) 

Angka 4 Lampiran Pelratulran Jaksa Agulng Nomor PElR-27/A/JA/10/2014 telntang 

Peldoman Pelmullihan Aselt yang melneltapkan bahwa: 

“Barangَsitaanَsatulan kelrja keljaksaan pidsuls dan/ataul barang sitaan yang 

ditelrima olelh satulan kelrja keljaksaan dari pelnyidik Polri / PPNS / TNI AL, 

disimpan di guldang barang sitaan/rampasan keljaksaan ataul di Rulpbasan. 

Barang sitaan yang tidak melmulngkinkan ulntulk disimpan di guldang barang 

sitaan/rampasan keljaksaan ataul di rulpbasan, delngan pelrseltuljulan Kelpala 

Pulsat Pelmullihan Aselt, dapat disimpan ditelmpat lain ataul dititipkan kelpada 

instansi yang belrwelnang, delngan pelmbiayaan dari DIPA Pulsat Pelmullihan 

Aselt ataul sistelm pelmbiayaanَlainnya”.َ 

Sellanjultnya pada Angka 15 telrselbu lt melmulat: 

“Barangَ sitaanَ yangَ tidakَ melmulngkinkan disimpan di guldang barang 

sitaan delngan Pelrseltuljulan Kelpala Selksi Pelngellolaan Barang Bulkti dan 

Barang Rampasan, dapat disimpan di Rulpbasan, delngan dibelri labell olelh 

peltu lgas guldang barang sitaan keljaksaan”. 

Pada praktiknya pelnelrimaan barang sitaan ataul sellanjultnya diselbult Basan yang 

pada Pelratu lran Melntelri Hulkulm dan Hak Asasi Manulsia Relpulblik Indonelsia No. 

16 Tahuln 2014 telntang Tata Cara Pelngellolaan Belnda Sitaan Nelgara dan Barang 

Rampasan Nelgara Pada Rulmah Pelnyimpanan Belnda Sitaan Nelgara diselbult adalah 

 
35 Zaky Aulia Rahman, Status Barang Bukti Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 

Spirit Pro Patria. Vol. IV, No. 2 (2018). hlm. 136. 



30 

 

 

 

belnda yang disita olelh nelgara ulntulk kelpelrlulan prosels pelradilan, haruls dilakulkan 

tindakan pelnelrimaan yang julga tellah diatulr dalam Pelrmeln Rulpbasan telrselbult. 

Pelnelrimaan Basan pada Rulpbasan dapat telrjadi dari tiga kelmulngkinan yaitul dari 

Instansi Pelnyidik, Instansi Pelnulntu lt Ulmulm, ataulpuln dari Pelngadilan.    

Belrdasarkan Pasal 4 Pelrmeln Rulpbasan dijellaskan bahwa jika pelnelrimaan 

belrasalkan dari Instansi Pelnyidik maka kellelngkapan administrasi yang haru ls 

dilelngkapi belrulpa: 

a. Sulrat pelngantar pelnyelrahan basan dari instansi Pelnyidik yang ditandatangani 

olelh peljabat yang belrtanggulngjawab selcara yulridis; 

b. Data basan yang diselrahkan; 

c. Sulrat izin pelnyitaan dari pelngadilan; 

d. Sulrat pelrintah pelnyelrahan basan dari instansi Pelnyidik; dan 

e. Belrita acara pelnyitaan. 

Jika melnulrult Pasal 5 Pelrmeln Ru lpbasan pelnelrimaan belrasalkan dari Pelnulntu lt 

Ulmulm maka kellelngkapan administrasi yang haruls dilelngkapi adalah: 

a. Sulrat pelngantar pelnyelrahan basan dari instansi Pelnulntult Ulmulm yang 

ditandatangani olelh peljabat yang belrtanggulngjawab selcara yulridis; 

b. Data basan yang diselrahkan; 

c. Sulrat izin pelnyitaan dari pelngadilan; 

d. Belrita acara pelnyitaan; 

e. Sulrat pelrintah pelnyelrahan basan dari instansi Pelnulntu lt Ulmulm; 

f. Sulrat pellimpahan pelrkara dari instansi Pelnyidik kelpada instansi Pelnulntu lt 

Ulmulm. 

Jika melnulrult Pasal 6 Pelrmeln Ru lpbasan pelnelrimaan belrasalkan dari pelngadilan 

maka kellelngkapan administrasi yang haruls dilelngkapi adalah: 

a. Sulrat pelngantar pelnyelrahan basan dari instansi Pelngadilan yang 

ditandatangani olelh peljabat yang  belrtanggulngjawab selcara yulridis; 

b. Data basan yang diselrahkan; 

c. Sulrat izin pelnyitaan dari pelngadilan; 

d. Belrita acara pelnyitaan; 

e. Sulrat pelrintah pelnyelrahan basan dari Pelngadilan; 

f. Sulrat pellimpahan pelrkara dari instansi Pelnulntult Ulmu lm kelpada Pelngadilan.36 

 
36 Ibid. 
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Pelngellolaan Belnda Sitaan dan Barang Rampasan Nelgara di Indonelsia belrdasarkan 

Pelratulran Melntelri Hulkulm dan HAM RI No. M.HH.-01.PR.01.01 Tahuln 2010 

telntang Relncana Stratelgis Kelmelntelrian Hulkulm dan HAM Tahuln 2010-2014, 

melngalami sulatul kelmajulan yang lular biasa, dimana Direlktorat Jelndelral 

Pelmasyarakatan Kelmelntelrian Hulkulm dan HAM telrdapat Direlktorat yang akan 

melrulmulskan selrta mellaksanakan kelbijakan standarisasi, melmbelrikan bimbingan 

telknis di bidang pelngellolaan belnda sitaan nelgara dan barang rampasan nelgara, 

yaitul Direlktorat Pelngellolaan Belnda Sitaan Nelgara dan Barang Rampasan Nelgara, 

yang dalam hal ini diselbult Direlktorat Pelngellolaan Basan dan Baran.   

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Melnulrult Soelrjono Soelkanto, bahwa elfelktif ataul tidaknya sulatul hulkulm ditelntulkan 

olelh 5 (lima) faktor yang melmpelngarulhi pelnelgakan hulkulm, yaitul:37 

1. Faktor Ulndang-Ulndang 

Faktor ulndang-ulndang adalah sulatul pelratulran telrtullis yang tellah belrlakul selcara 

ulmulm dan diciptakan olelh pelngulasa pulsat ataul daelrah yang sah, selhingga 

ulndang-ulndang dalam matelriell tellah melncakulp Pelratulran Pulsat yang belrlaku l 

ulntulk selmula warga nelgara ataul su latul golongan saja maulpuln yang belrlakul ulmulm 

di selbagian wilayah nelgara dan Pelratulran seltelmpat yang hanya belrlakul di sulatul 

telmpat atau l daelrah saja. Ulndang-u lndang dapat belrlakul apabila ada asas-asas yang 

dapat belrdampak positif sulpaya tuljulan dari ulndang-ulndang telrselbult dapat 

telrcapai. 

 
37 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja 

GrafindoPersada, 2008, hlm. 8.   
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Asas-asas telrselbult mellipulti:38 

a. Ulndang-ulndang yang diciptakan olelh pelngulasa yang lelbih tinggi melmiliki 

kelduldu lkan yang lelbih tinggi ju lga. 

b. Ulndang-ulndang tidak belrlaku l sulrult ataul hanya ditelrapkan telrhadap pelristiwa 

yang ada di ulndang-ulndang telrselbult. 

c. Ulndang- ulndang yang belrlakul paling akhir dapat melmbatalkan ulndang-

ulndang yang belrlakul telrdahullu l. 

d. Ulndang-ulndang yang belrsifat khulsuls dapat lelbih di prioritaskan daripada 

ulndang-ulndang yang belrsifat u lmulm. 

e. Ulndang-ulndang adalah sarana ulntulk melncapai kelseljahtelraan spiritulal dan 

matelriell bagi masyarakat ataul selorang individul mellalu li sulatul pelmbaharulan. 

f. Ulndang-ulndang tidak bisa diganggul gulgat. 

Indonelsia saat ini suldah melmiliki Ulndang-Ulndang Nomor 28 Tahuln 1999 telntang 

Pelnyellelnggaraan Nelgara yang Belrsih dan Belbas dari Korulpsi, Kolulsi, dan 

Nelpotismel dan Ulndang-Ulndang Nomor 20 Tahuln 2001 telntang Pelrulbahan atas 

UlndangUlndang Nomor 31 Tahuln 1999 telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana 

Korulpsi (UlUl Pelmbelrantasan Korulpsi). Pelmbelntulkan ulndang-ulndang ini 

belrtuljulan u lntulk melncelgah seltiap orang ulntulk mellakulkan tindak pidana korulpsi. 

UlUl Pelmbelrantasan Korulpsi tellah melmulat ancaman sanksi pidana yang belrat bagi 

pellakul tindak pidana korulpsi. Namuln delngan masih telrjadinya kasuls korulpsi 

selakan-akan melnulnjulkkan bahwa sanksi pidana yang belrat tidak melnimbullkan 

elfelk jelra bagi pellakul dan elfelk pelncelgahan bagi masyarakat. 

2. Faktor Pelnelgak Hulkulm 

Faktor pelnelgak hulkulm adalah sulatul kalangan yang selcara langsulng tellah telrlibat 

bidang pelnelgakan hulkulm tidak hanya selbatas melncakulp law elnforcelmelnt (kondisi 

pelnelgak hu lkulm) saja, teltapi julga pelacel maintelnancel (pelmelliharaan pelrdamaian). 

Kalangan pelnelgak hulkulm telrselbu lt melncakulp melrelka yang belrtulgas di bidang-

bidang selpelrti kelhakiman, keljaksaan, kelpolisian, kelpelngacaraan dan 

 
38 Ibid., hlm. 11-13. 
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pelmasyarakatan. Selcara sosiologis, seltiap pelnelgak hulkulm melmpulnyai kelduldulkan 

(statuls) dan pelranan (rolel). Kelduldulkan telrselbult adalah posisi telrtelntul dalam 

strulktulr masyarakat yang mulngkin melmiliki jelnjang yang tinggi, seldang, ataulpu ln 

relndah. 

Kelduldulkan telrselbult adalah sulatul wadah yang isinya melrulpakan hak dan 

kelwajiban yang melrulpakan pelranan selhingga selselorang yang melmiliki 

kelduldulkan telrtelntul ulmulmnya dinamakan delngan pelmelgang pelranan (role l 

occulpant). Sulatul hak seljatinya melrulpakan welwelnang belrtindak ataul tidak 

belrtindak, selmelntara kelwajiban melrulpakan belban ataulpu ln tulgas. Sulatul pelranan 

telrtelntul dapat mellipulti ulnsulr-ulnsulr selpelri pelranan yang selharulsnya (elxpelcte ld 

rolel), pelranan yang idelal (idelal rolel), pelranan yang selbelnarnya dilakulkan (actulal 

rolel), dan pelranan yang dianggap olelh diri selndiri (pelrceliveld rolel).39 

Selorang pelnelgak hulkulm selbagaimana halnya delngan para warga masyarakat yang 

lain ulmulmnya melmiliki belbelrapa kelduldulkan dan pelranannya selhingga tidak anelh 

apabila antara belrbagai kelduldulkan dan pelranan dapat melnimbullkan konflik 

(statuls conflict dan conflict of folels). Jika dalam kelnyataannya telrjadi sulatul 

kelselngajaan antara pelranan yang selharulsnya delngan pelranan yang selbelnarnya 

dilakulkan. Delngan delmikian masalah pelranan dianggap pelnting karelna jika 

belrbicara melngelnai pelnelgak hulkulm maka akan lelbih banyak telrtuljul pada diskrelsi. 

Diskrelsi melnyangkult pelngambilan kelpultulsan yang tidak telrikat delngan hulkulm 

dimana pelnilaian pribadi julga melmelgang pelranan. 

 

 
39 Ibid., hlm. 19-20. 
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Diskrelsi sangat pelnting dalam pelnelgakan hulkulm karelna tidak ada pelrulndang-

ulndangan yang seldelmikian lelngkapnya selhingga dapat melngatulr selmula sifat 

manulsia, telrhambatnya pelnyelsulaian pelrulndang-ulndangan delngan pelrkelmbangan 

dalam masyrakat selhingga melnyelbabkan keltidakpastian, kulrangnya alokasi dana 

ulntulk melnelrapkan pelrulndang-ulndangan selbagaimana dikelhelndaki olelh pelmbulat 

ulndang-ulndang, dan adanya belrbagai kasuls individulal yang melmelrlulkan 

pelnanganan selcara khulsuls. 

3. Faktor Sarana ataul Fasilitas yang Melndulkulng Pelnelgakan Hulkulm 

Faktor sarana ataul fasilitas melmiliki pelranan yang sangat pelnting dalam 

pelnelgakan hulkulm karelna jika tidak adanya sarana atau l fasilitas telrtelntul, maka 

tidak melmu lngkinkan bagi selorang pelnelgak hulkulm ulntulk dapat mellakulkan ulpaya 

pelnelgakan hulkulm yang belrjalan delngan lancar. Faktor sarana ataul fasilitas adalah 

faktor tellah melncakulp telnaga manulsia yang telrampil dan belrpelndidikan, pelralatan 

yang melmadai, kelulangan yang culkulp, dan organisasi ataul lelmbaga yang baik. 

Apabila hal-hal telrselbult tak telrpelnulhi maka akan sangat su llit bagi pelnelgak hulkulm 

ulntulk melncapai tuljulannya.40 

4. Faktor Masyarakat 

Faktor masyarakat adalah faktor yang sangat belrpelngarulh dalam melnelgakan 

hulkulm karelna pelnelgakan hulkulm belrasal dari masyarakat dan belrtuljulan ulntu lk 

melncapai keldamaian di dalam masyarakat, selhingga jika dipandang dari suldu lt 

telrtelntul maka masyarakat dapat melmpelngarulhi pelnelgakan hulkulm telrselbult selpelrti 

masyarakat di Indonelsia yang khu lsulsnya melmpulnyai opini-opini telrtantul telntang 

hulkulm. Olelh karelna itul masyarakat sangat belrpelran dalam ulpaya pelnelgakan 

 
40 Ibid., hlm. 37. 
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hulkulm.41 

Masyarakat Indonelsia pada khulsulsnya melmiliki pelndapat – pelndapat telrtelntu l 

telntang hulkulm selpelrti: 

a. hulkulm diartikan selbagai disiplin yaitul sistelm ajaran melngelnai kelnyataan. 

b. hulkulm diartikan selbagai ilmul pelngeltahulan. 

c. hulkulm diartikan selbagai tata hulkulm yaitul hulkulm positif skripsi. 

d. hulkulm diartikan selbagai kaidah ataul norma yaitul peldoman pelrilakul 

manulsia yang dapat diharapkan. 

e. hulkulm diartikan selbagai peltulgas ataul peljabat. 

f. hulkulm diartikan selbagai sulatu l kelpultulsan peljabat atau l pelngulasa. 

g. hulkulm diartikan selbagai pelrilakul yang telratulr dan ulnik. 

h. hulkulm diartikan selbagai sulatu l prosels pelmelrintahan. 

i. hulkulm diartikan selbagai selnin. 

j. hulkulm diartikan selbagai jalinan nilai. 

Melnulrult banyaknya pelngelrtian telntang hulkulm dari belrbagai masyarakat, telrdapat 

kelcelndrulngan yang sangat belsar pada masyarakat ulntulk melngartikan hulkulm dan 

melngidelntifikasikan delngan peltulgas yang dalam hal ini adalah pelnelgak hulkulm 

selbagai pribadi. Salah satul akibatnya adalah bahwa sisi positif dan nelgatifnya 

hulkulm selnantiasa dihulbulngkan delngan pola pelrilakul pelnelgak hulkulm telrselbu lt 

yang melnu lrult pandangannya melrulpakan celrminan dari hulkulm selbagai prosels 

ataulpuln strulktulr. 

5. Faktor Buldaya 

Faktor kelbuldayaan adalah faktor belrpulsat pada sistelm nilai-nilai yang melnjadi 

inti dari kelbuldayaan spiritulal dan non-matelriell di dalam masyarakat. Kelbuldayaan 

yang melru lpakan sulatul sistelm atau l sulbsistelm dari sistelm kelmasyarakatan, maka 

hulkulm melncakulp strulktulr, sulbstansi, dan kelbuldayaan. Sistelm kelbuldayaan hulkulm 

pada dasarnya melncakulp nilai-nilai yang melndasari hulkulm yang belrlakul, nilai-

nilai yang melrulpakan konselpsi-konselpsi abstrak telntang apa yang dianggap baik 

 
41 Ibid., hlm. 45. 
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selhingga dianult dan apa yang dianggap bulrulk selhingga dihindari. Nilai-nilai 

telrselbult ulmulmnya adalah pasangan nilai-nilai yang melncelrminkan dula keladaan 

elkstrim yang haruls diselrasikan.42 

Nilai-nilai kelbuldayaan yang melmiliki pelranan di dalam hulkulm mellipulti pelranan 

nilai keltelrtiban dan nilai keltelntraman, nilai jasmani ataul kelbelndaan dan nilai 

rohani kelakhlakan, selrta nilai kellanggelngan ataul konselrvatismel dan nilai 

kelbarulan ataul inovatismel. Nilai keltelrtiban dalam kelhidu lpan selhari-hari diselbu lt 

delngan disipilin ataul keltelrikatan yang melmiliki ciri-ciri selpelrti dapat 

dipelrkirakan, kelrjasama, pelngelndalian kelkelrasan, kelselsu laian, langgelng, keltaatan 

dan tanpa pelrsellisihan. seldangkan nilai keltelntraman melrulpakan kelbelbasan yang 

selcara psikologis keladaan telntram ada apabila selselorang selselorang tidak melrasa 

khawatir, tidak melrasa diancam dan tidak telrjadi konflik batin. Pasangan antara 

nilai keltelrtiban dan nilai keltelntraman selbelnarnya seljajar delngan nilai kelpelntingan 

ulmulm atau l nilai kelpelntingan pribadi. 

Pasangan nilai kelbelndaan dan kelakhlakan melrulpakan pasangan nilai yang 

ulnivelrsal namuln dalam kelnyataan pada masing-masing masyarakat mulncu ll 

pelrbeldaan-pelrbeldaan karelna adanya macam-macam pelngarulh. Pelnelmpatan nilai 

kelbelndaan pada posisi yang lelbih tinggi dibanding nilai kelakhlakan selhingga akan 

timbull sulatul keladaan yang tidak harmonis. Salah satul pelnyelbab dari pelnelmpatan 

nilai kelbelndaan diatas nilai kelakhlakan adalah di dalam su latul prosels pellelmbagaan 

hulkulm di dalam masyarakat melnimbullkan sanksi-sanksi nelgatif lelbih dianggap 

pelnting dibanding kelsadaran melmatulhi hulkulm dimana belrat dan ringannya 

ancaman hulkulman telrhadap pellanggaran melnjadi aculan dari kelpatulhan hulkulm 

dan kelwibawaan hulkulm.  

 
42 Ibid., hlm. 59-60. 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pelnellitian pada bidang hulkulm didelfinisikan selbagai bagaimana selselorang 

melnganalisa belrbagai geljala hulkulm mellaluli langkah-langkah telrtelntul belrdasarkan 

meltodel yang baik dan telpat. Pelnellitian hulkm belrtuljulan agar sulatul masalah dapat 

melnelmulkan solulsinya. Dalam pelnellitian ini melnggulnakan pelndelkatan masalah 

selcara yulridis normatif dan yulridis elmpiris. 

a. Pelndelkatan yulridis normatif yang diselbult pelndelkatan kelpulstakaan ini 

melrulpakan pelndelkatan yang melmpellajari selrta melnellaah belrbagai hal 

selcara teloritis, konselpsi dan pelratulran hulkulm yang belrkaitan delngan 

masalah dalam pelnellitian ini. Pelnellitian yulridis normatif diartikan 

selbagai pelnafsiran su lbjelktif yang dipelrolelh dari pelngelmbangan 

belrbagai telori karya ilmiah. 

b. Pelndelkatan yulridis elmpiris yaitul mellakulkan pelnellitian belrdasarkaan 

kelnyataan di lapangan, yang didapat mellaluli pelndapat, pelrilakul ataul 

sikap aparat pelnelgak hulkulm belrdasarkan idelntifikasi dan elfelktifitas 

hulkulm. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Dalam pelnellitian ini pelnullis melnggulnakan data primelr dan data selkulndelr selbagai 

sulmbelr dan jelnis data dari pelnellitian. Sulmbelr dan jelnis data yang digulnakan 

dalam pelnellitian ini adalah selbagai belrikult: 

1. Data Primelr 

Data Primelr adalah data ultama yang dipelrolelh langsu lng dari sulbjelk pelnellitian 

di lokasi pelnellitian yaitul pada Keljaksaan Nelgelri Bandar Lampulng delngan 

mellaku lkan wawancara telrhadap narasulmbelr telrkait. 

2. Data Selkulndelr 

Data yang dipelrolelh dari bahan hu lkulm yang mellelngkapi data primelr: 

1. Bahan Hulkulm Primelr 

Bahan hulkulm primelr yang belrsulmbelr dari: 

1. Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945. 

2. Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 1981 telntang Hulkulm Acara Pidana 

(KUlHAP). 

3. Ulndang-Ulndang Nomor 19 Tahuln 2019 telntang Pelrulbahan Keldula Atas 

Ulndang-Ulndang Nomor 30 Tahuln 2002 telntang Komisi Pelmbelrantasan 

Tindak Pidana Korulpsi. 

4. Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 2021 telntang Pelrulbahan Atas Ulndang-

Ulndang Nomor 16 Tahuln 2004 telntang Keljaksaan Relpulblik Indonelsia. 

5. Pelratulran Melntelri Hulkulm dan Hak Asasi Manulsia Nomor 16 Tahuln 2014 

telntang Tata Cara Pelngellolaan Belnda Sitaan Nelgara dan Barang Rampasan 

Nelgara Pada Rulmah Pelnyimpanan Belnda Sitaan Nelgara. 

6. Pelratulran Jaksa Agulng RI Nomor: PElR- 006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 
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Ju lli 2017 telntang Organisasi dan Tata Kelrja Keljaksaan RI. 

7. BAB III (Pelngamanan Aselt) Angka 4 Lampiran Pelratulran Keljaksaan RI 

Nomor 9 Tahuln 2019 telntang Pelrulbahan Atas Pelratulran Jaksa Agulng RI 

Nomor: PElR-027/A/JA/10/2014 telntang Peldoman Pelmullihan Aselt. 

8. Pelratulran Melntelri Kelhakiman RI No. M.05.UlM.01.06 Tahuln 1983 

telntang Pelngellolaan Belnda Sitaan Nelgara dan Barang Rampasan Nelgara. 

2. Bahan Hulkulm Selkulndelr 

Bahan hulkulm selkulndelr yaitul bahan-bahan yang belrsu lmbelr dari bahan hulkulm 

yang mellelngkapi bahan hulkulm primelr. Bahan hulkulm selkulndelr dalam 

pelnellitian Skripsi ini adalah data yang melncakulp rancangan pelratulran-

pelratulran pelrulndang-ulndangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil 

pelnellitian, bacaan belrulpa litelratulr, julrnal, pelndapat para ahli, meldia massa 

dan bu lkul-bulkul karangan para sarjana, ahli hulkulm dan akadelmisi yang 

belrsifat ilmiah, dan lain selbagainya yang belrkaitan delngan Pelnanganan dan 

Pelngellolaan Aselt Hasil Tindak Pidana Olelh Keljaksaaan. 

C. Penentuan Narasumber 

Pelnellitian ini melmbultulhkan narasulmbelr selbagai sulmbelr ulntulk melmpelrolelh 

informasi ulntulk mellakulkan kajian dan melnganalisis data selsulai delngan 

pelrmasalahan yang akan ditelliti. Adapuln narasulmbelr dalam ini adalah selbagai 

belrikult: 

1. Kasi Pelngellolaan Barang Bu lkti dan Barang Rampasan Keljaksaan Nelgelri 

Bandar Lampulng : 1 orang 

1. Kasulbagbin Keljaksaan Nelgelri Bandar Lampulng : 1 orang 

2. Doseln Bagian Hulkulm Pidana Fakulltas Hulkulm Ulnila : 2 orang + 

Julmlah 4 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Proseldulr Pelngulmpullan Data 

 

Proseldulr pelngulmpullan data disini melnggulnakan meltodel stuldi pulstaka dan 

stuldi lapangan: 

a. Stuldi Pulstaka melrulpakan telknik pelngulmpullan data delngan melmpellajari, 

melnellaah hingga melngultip dari sulmbelr kelpulstakaan dan julga melngkaji 

isi pelratulran pelrulndang-u lndangan selsulai pelmbahasan masalah. 

b. Stuldi Lapangan melrulpakan telknik pelngulmpullan data delngan cara tulru ln 

langsulng kel lokasi pelnellitian. Pellaksanaan stu ldi lapangan dilakulkan 

delngan intelrvielw ataul wawancara tanya jawab kelpada narasulmbelr. 

2. Proseldulr Pelngolahan Data 

Meltodel yang digulnakan dalam proseldulr pelngolahan data pada pelnellitian ini 

adalah selbagai belrikult: 

a. Pelmilahan Data, yaitul melmelriksa kellelngkapan data yang suldah 

telrkulmpull, yang kelmuldian data tadi dipilih apakah selsulai delngan 

bahasan masalah yang akan ditelliti. 

b. Klasifikasi ataul Pelnggolongan Data, yaitul melnelmpatkan data selsulai 

katelgorinya delngan tuljulan melmpelrolelh data yang akulrat dalam 

pelnellitian. 

c. Sistelmatisasi Data, yaitul melnelmpatkan data yang saling belrkaitan pada 

tiap pokok bahasan selrta selsulai sistelmatika. 

 

 



41  

 

 

E. Analisis Data 

Analisis data dalam pelnellitian ini melnggulnakan analisis data kulalitatif. Meltodel ini 

melrulpakan belntulk pelngolahan yang belkelrja delngan data, melngorganisasikan 

data, melmilah-milahnya melnjadi satulan yang dapat dikellola, melnelmulkan apa 

yang pelnting, dan melmultulskan data apa yang dapat disajikan selbagai hasil. Pada 

pelnellitian ini, hasil yang tellah didapat dari pelnellitian kelmuldian dianalisis delngan 

melngorganisir hasil pelnellitian yang kelmuldian akan diolah dan disajikan melnjadi 

data yang lelngkap dan telrdapat hasil pelnyellelsaian masalah.  



 

 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Belrdasarkan hasil dari pelnellitian yang tellah dilakulkan olelh pelnullis dan tellah 

dijellaskan pada bab selbellulmnya, maka dapat diambull kelsimpullan yaitul selbagai 

belrikult: 

1. Pelnanganan dan Pelngellolaan Aselt Hasil Tindak Pidana Korulpsi di Keljaksaan 

Nelgelri Bandar Lampulng mellipulti: 

a. Pada Tahap Pelnyitaan/Pelnyidikan: selrangkaian tindakan pelnyidik ulntu lk 

melngambil alih dan ataul melnyimpan dibawah pelngulasaannya belnda 

belrgelrak ataul tidak belrgelrak, belrwuljuld ataul tidak belrwuljuld ulntu lk 

kelpelntingan pelmbulktian dalam pelnyidikan, pelnu lntultan dan pelradilan. 

b. Pada Tahap Pelnulntultan: tindakan Pelnulntult Ulmulm (PUl) ulntu lk 

mellimpahkan pelrkara pidana kel Pelngadilan Nelgelri (PN), yang 

belrwelnang dalam hal dan melnulrult cara yang diatulr dalam UlUl delngan 

pelrmintaan sulpaya dipelriksa dan dipultuls olelh Hakim dalam pelrsidangan. 

c. Pada Tahap Pelradilan: Jaksa Pelnulntult Ulmulm yang melnangani pelrkara 

telrselbult mellimpahkan pelrkara kel Pelngadilan ulntulk dimullainya 

pelrsidangan. Barang bulkti dihadirkan di pelrsidangan ulntulk kellancaran 

pelmelriksaan dan pelmbu lktian yang dilakulkan olelh Hakim dan Jaksa 

telrhadap sulatul pelrkara telrselbult. Pada akhir prosels pelrsidangan, Hakim 
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mellaluli pultulsannya melmbacakan hasil pultulsan telrhadap telrdakwa dan 

barang bulkti. 

2. Faktor-faktor pelnghambat dalam pelnanganan dan pelngellolaan aselt hasil 

tindak pidana korulpsi di Keljaksaan Nelgelri Bandar Lampulng mellipulti: 

a. Faktor Ulndang-Ulndang 

Melski aselt hasil tindak pidana korulpsi belrpotelnsi melngelmbalikan 

kelrulgian nelgara, dalam pellaksanaannya masih telrdapat isul hulkulm 

telntang adanya kelndala sita aselt pelrkara tindak pidana korulpsi. Dari sisi 

su lbstansi hulkulm telrdapat belbelrapa kellelmahan, misalnya atulran 

pelnyitaan belrdasarkan KUlHAP dikonstrulksikan ulntulk kelpelntingan 

pelmbulktian tindak pidana, tidak ulntulk kelpelntingan pelngelmbalian aselt. 

Belrkaitan delngan Pelngatulran dalam Pasal 18 Ayat (2) Telntang 

Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi yang belrbulnyi “dapat disita olelh 

jaksa dan dilellang ulntulk melnultulpi ulang pelngganti telrselbult”. Selharulsnya 

kataَ “dapat”َ digantiَ kataَ “wajib”َ agarَ jaksaَ dalamَ mellakulkan 

elkselkulsinya dapat delngan telgas mellakulkan pelnyitaan dan pellellangan 

agar pelnyellamatan kelrulgian nelgara dapat maksimal. 

b. Faktor Pelnelgak Hulkulm 

1) Masih kulrangnya julmlah pelrsonil yang melmadai dilihat dari selgi 

telnaga ahli pelnelliti, telnaga ahli pelnilai dan telnaga ahli pelmelliharaan 

di bidang pelngellolaan barang bulkti dan barang rampasan di Keljaksaan 

Nelgelri Bandar Lampulng. 

2) Kulrang adanya koordinasi pelnyidikan yang dilakulkan olelh Pelnyidik 
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Keljaksaan Nelgelri Bandar Lampulng delngan Pelnyidik Keljaksaan 

Tinggi Lampulng selhingga masih selring telrjadi tulmpang tindih 

pelnyidikan yang julstru l melmbulat prosels pelnyidikan melnjadi hambar 

dan pellaksanaan yang kulrang celrmat, karelna pelnellulsulran hanya 

dilakulkan ulntulk melnellulsulri harta kelkayaan yang belrulpa 

dokulmeln/sulrat-sulrat relsmi, tidak telrhadap harta belnda yang mulngkin 

dapat disita. 

3) Saksi yang tidak koopelratif dalam kelseldiaan hadir melskipuln tellah 

dipanggil selcara patu lt dan relsmi, selrta melmbelrikan keltelrangan 

belrbellit-bellit. 

c. Faktor Sarana dan Fasilitas 

Ku lrangnya sarana atau l fasilitas pihak Keljaksaan Nelgelri Bandar 

Lampulng adalah faktor yang dapat melngambat ulntulk melnampulng 

barang-barang sitaan dan rampasan yang akan disimpan dan dikellola. 

d. Faktor Masyarakat 

1) Telrkelndala saksi tidak maul hadir, karelna alasan takult julga 

diikultselrtakan selbagai telrsangka dalam kasuls yang ia belri keltelrangan, 

dan apabila hadir dan melmbelrikan keltelrangan yang belnar taku lt 

melmbelratkan dari telrdakwa, selrta kelndala jarak yang jaulh dan 

kelsibulkan lainya melmbulat saksi tidak maul hadir. 

2) Masyarakat kulrang melmbelri dulkulngan dalam kelgiatan pellellangan 

selbagai belntulk ulpaya pelngelmbalian kelrulgian akibat tipikor. 
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e. Faktor Kelbuldayaan 

Melningkatnya kasuls korulpsi di lelmbaga yuldikatif diselbabkan olelh 

belbelrapa hal, antara lain relndahnya moralitas pellakul, tidak adanya 

bu ldaya malul, keltidaktaatan telrhadap hulkulm, tidak amanah, dan tidak 

juljulr. Selhingga pelrsoalan telrselbult melnjadi buldaya karelna telruls telrjadi 

belrullang-ullang yang diselbabkan olelh belbelrapa hal, antara lain relndahnya 

moralitas pellakul korulpsi, tidak adanya buldaya malul, keltidaktaatan 

telrhadap hulkulm, tidak amanah dan tidak juljulr. 

B. Saran 

Belrdasarkan kelsimpullan selbagaimana tellah diulraikan diatas, maka saran dalam 

pelnellitian ini yaitul: 

1. Pelnanganan dan pelngellolaan aselt hasil tindak pidana korulpsi belrulpa belnda 

sitaan dan barang rampasan haruls mellelwati tahapan-tahapan yang belgitul 

panjang selhingga melmakan waktul yang lama, dimullai dari pelnyidikan, 

pelnulntultan sampai elkselkulsi yang ditangani olelh instansi belrbelda selhingga 

barang-barang telrselbult rawan hilang olelh si pellakul tindak pidana delngan cara 

dipindahtangankan ataul dilarikan kel lular nelgelri, barang-barang melnjadi celpat 

rulsak hingga telrbelngkalai, bahkan telrjadi keltidakselsulaian data antara Badan 

Pelmelriksa Kelulangan (BPK) delngan keladaan faktulal di lapangan. Selhingga 

aselt statulsnya melnjadi barang telmulan BPK dan laporan kelulangan Keljaksaan 

Nelgelri Bandar Lampulng melmpelrolelh pelnolakan dari BPK. Pelrsoalan ini telru ls 

dipelrlulkan ulpaya delngan mellakulkan invelntarisasi telrhadap barang bulkti dan 

barang rampasan nelgara yang seldang belrjalan.  
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2. Solulsi yang dapat dilakulkan Keljaksaan Nelgelri Bandar Lampulng dalam 

melnangani pelngellolaan aselt hasil tindak pidana korulpsi yakni selbagai 

belrikult: 

Pelngatulran dalam Pasal 18 Ayat (2) Telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana 

Korulpsi yang belrbulnyi “dapat disita olelh jaksa dan dilellang ulntulk melnultulpi 

ulang pelngganti telrselbult”. Selharulsnyaَkataَ“dapat”َdigantiَkataَ“wajib”َagarَ

jaksa dalam mellakulkan elkselku lsinya dapat delngan telgas mellakulkan pelnyitaan 

dan pellellangan agar pelnyellamatan kelrulgian nelgara dapat maksimal. 

Konstrulksi sistelm hulkulm pidana yang dikelmbangkan saat ini selharsnya bisa 

lelbih dipelrlulas ulpaya sellain u lntulk melngulngkap tindak pidana yang telrjadi, 

melnelmulkan pellakulnya selrta melnghulkulm pellakul tindak pidana delngan sanksi 

pidana, telrultama pidana badan baik pidana pelnjara maulpuln pidana kulrulngan. 

Dan ju lga khulsuls masalah pelnyitaan dan pelrampasan hasil tindak pidana 

korulpsi dan instrulmeln tindak pidana korulpsi julga haruls diprioritaskan di 

dalam sistelm hulkulm pidana. 

Keljaksaan Nelgelri Bandar Lampulng haruls mellakulkan pelnambahan pelrsonil 

dari selgi telnaga ahli pelnelliti, telnaga ahli pelnilai dan telnaga ahli pelmelliharaan 

di bagian Selksi Pelngellolaan Barang Bulkti dan Barang Rampasan di 

Keljaksaan Nelgelri Bandar Lampulng. Sellain itul, melningkatkan koordinasi 

delngan Keljaksaan Tinggi Lampulng agar pellaksanaan pelnyidikan dapat 

belrjalan delngan celrmat dan melningkatkan kelrja sama delngan para saksi yang 

delmi kellancaran prosels pelnyidikan telrhadap barang bulkti. Pelrlul dilakulkan 

pelnambahan pelmbangulnan lahan ataul guldang telmpat pelnyimpanan belnda 

sitaan dan barang rampasan nelgara agar barang-barang telrselbult dapat teltap 
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telrjaga dan telrpellihara selrta melnyellamatkan nilai elkonomisnya. 

Pelran masyarakat dalam melndulkulng pelmbelrantasan tindak pidana korulpsi 

selbagai saksi dalam melmbelrikan keltelrangan yang belnar. Sellain itu l, 

dipelrlu lkan pelran masyarakat dalam melmbelrikan dulkulngan pada kelgiatan 

pellellangan barang rampasan hasil tindak pidana korulpsi yang 

disellelnggarakan mellaluli Kantor Pellayanan Kelkayaan Nelgara dan Lellang 

(KPKNL). Solulsi ini akan melnjadikan pelnjulalan hasil lellang bisa melncapai 

optimal yang suldah ditargeltkan. Sellain itul, dibelrikan pulla ulpaya sosialisasi 

kelpada masyarakat ulntulk melmbelritahulkan melngelnai manfaat lellang barang-

barang rampasan telrselbult yang melmiliki tuljulan melnghindari pelnyulsultan nilai 

elkonomi dari barang-barang telrselbult dan kelmuldian hasilnya dapat 

dimasu lkkan kel dalam kas nelgara.  Kelmuldian, langkah-langkah pelrbaikan 

selpelrti pelnyadaran dan pelmbinaan moralitas bangsa, selhingga 

pelnyellelnggaraan nelgara dapat belrjalan delngan baik, yakni belrsih dari 

tindakan Korulpsi, Kolulsi, dan Nelpotismel (KKN). Langkah pelrbaikan julga 

dapat dilakulkan mellaluli relkru ltmeln di lelmbaga yuldikatif ulntulk melndapatkan 

hakim yang juljulr dan amanah telrhadap tulgas dan welwelnangnya. 
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